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MOTTO
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RINGKASAN

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara bertindak untuk dan
atas nama ncgara melakukan pengelolaan hutan dan bahkan melakukan penjualan
hasil hutan.Sebagai badan hukum publik yang menjalankan transaksi jual beli,
maka Perum Perhutani dalam bertindak sebagai penjual melakukan tindakan
hukum perdata berupa perjanjian jual beli berupa hasil hutan yang antara lain
berupa kayu. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan  Perjanjian pelelangan antara pihak Perum Perhutani dengan
Pemenang Lelang Yang ditinjau dalam skripsi ini adalah penggunaan draft atau
rancangan perjanjian yang dipakai oleh Perum Perhutani sebagai standar utama
perjanjian yang dipakai dalam proses lelang dan pele langan. Draft atau standar ini
dipakai di seluruh Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani di Indonesia.

Permasalahan yang di kemukakan dalam skripsi ini antara lain adalah,;
apakah standar perjanjian Jual Beli Kayu secara Lelang antara Perum Perhutani
KPH Jember dengan pemenang lelang, telah memenuhi keseimbangan antara hak
dan kewajiban masing-masing. Kemudian kendala-kendala apa yang dihadapi
dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kayu secara lelang dan tearkhir adalah
bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi Wanprestasi.Dalam Surat dari Perum
Perhutani Bernomor 491/071.1/Sar-HH/II tanggal 16 Desember 2004 disebutkan
tentang Pedoman Penjuaian Dalam Negeri Hasil Hutan dan Hasil Industri.yang
dilampirkan dalam bentuk Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 347 /
KPTS/DIR/2004.Disebutkan bahwa dengan adanya Keputusan ini selain ada
perubahan dan penyesuaian, juga untuk memberikan keseragaman pelaksanaan di
bidang penjualan dalam negeri hasil hutan dan hasil Industri yang dihasilkan oleh
Perum Perhutani. Dalam perjanjian lelang tersebut, penjualan dilakukan dengan
penawaran tertinggl sebagaimana tercantum dalam Peraturan tentang Penjualan
Umum di Indonesia (Lembar Negara No.189, tanggal 28 Agustus 1908)

Kendala-kendala yang menyebabkan pelaksanaan pelaksanaan perjanjian
lelang masih belum berjalan secara optimal.antara lain, contohnya: Sistem
pemasaran atau promosi yang kurang menarik, rata-rata jumlah kayu yang dijual
di bawah 500 meter kubik, Masih banyaknya makelar lelang yang mengikuti
lelang kayu dan atau hasil hutan, Makelar ini disamakan dengan mafia atau
distilahkan sebagai Kongsi. Kendala yang utama dalam pelaksanaan perjanjian
lelang antara lain adalah, mekanisme peralihan hak, keadaan memaksa (force
majeure), seperti bencana alam dan sebagainya. Kesimpulan dari penulisan skripsi
int adalah, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Perum Perhutani dengan pemenang
lelang telah seimbang antara hak dan kewajiban.Apabila terjadi  wanprestasi
diantara pihak Perum Perhutani dengan pemenang lelang, ada dua cara yang
ditempuh, vakni musyawarah secara kekeluargaan. Kemudian melihat dalam pasal
pasal kontrak, karena di dalam kontrak telah disebutkan berbagai hal bagi pihak
yang melakukan wanprestasi, dari mulai membayar denda sampai membayar ganti
rugi, kemudian pengajuan grgatan oleh salah satu dari masing masing pihak yang
merasa dirugikan ke Pengadilan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan
Negeri Jember.

X1l
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sasaran umum program pembangunan nasional dibidang ekonomi adalah
mempercepat pemulihan ekonomi dengan ditunjukkan oleh meningkatnya daya
saing dan efisiensi perekonomian, terciptanya struktur perekonomian yang kuat
berlandaskan keunggular kompetitif, serta meningkatnya dan meratanya
ketersediaan ~sarana dan prasarana pembangunarn. Sedangkan prioritas
pembangunan ekonomi jangka menengah adalah program-program untuk
meletakkan  landasan pembagunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk
mewujudkan sasaran tersebut sesuai dengan tujuan pembanguan yang
diamanatkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea 4, antara
lain meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu program yang ditetapkan
adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan prinsip-
prinsip keberlanjutan (sustainability) dan kelestarian lingkungan.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam meliputi air, laut, udara,
mineral dan hutan akan diupayakan secara optimal. Pemanfaatan sumber-sumber
daya alam diupayakan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dengan
membuka akses bagi masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdﬁsarkan kaidah-kaidah
kelestartan alam serta pengetahuan dan hak-hak masyarakat lokal.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan,
antara lain dengan mengambil hasil hutan pada hubungan produksi dan
menjuanya sebagai salah satu cara untuk memperoleh pemasukan negara, salah
satu hutan produksi yang lazim kita kenal adalah hutan jati yang dikelola oleh
Perum Perhutani.

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara bertindak untuk dan
atas nama negara melakukan pengelolaan hutan dan bahkan melakukan penjualan
hasil hutan. Untuk itu dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut harus

berorientasi pada mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan tetap
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memperhatikan keberlanjutan pengelolaan hutan. Sebagai badan hukum publik
vang menjalankan transaksi jual beli, maka Perum Perhutani dalam bertindak
scbagar penjual melakukan tindakan hukum perdata berupa perjanjian jual beli
berupa hasil hutan yang dikelola Perhutani, antara lain kayu jati gelondongan,
pinus, kayu bundar rimba dan lain-lain .

Sebagai badan hukum publik Perum Perhutani merupakan kepanjangan
tangan pemerintah dalam melakukan hubungan hukum dengan pembeli, yang
brasanya adalal orang atau badan hukum perdata. Hubungan hukum perdata yang
demikian, antara Perhutani (negara/pemerintah) dengan rakyat (pembeli) nampak
sebagar hubungan hukum yang tidak seimbang, yaitu: hubungan dengan penguasa
atau pemerintah dengan rakyat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis
memilih judul: “ANALISIS YURIDIS STANDAR PERJANJIAN JUAL BELI
KAYU SECARA LELANG PADA PERUM PERHUTANI KPH JEMBER”

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang vang telah diuraikan tersebut, maka untuk
membatasi ruang lingkupnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran pengertian yang
terlalu meluas dan kabur serta memudahkan pencapaian sasaran, maka skripsi ini
hanya mengenai analisis yuridis standar perjanjian jual beli kayu secara lelang
pada Perum Perhutani KPH Jember. Pembahasan yang akan diuraikan disini
adalah mengenai analisis yuridis pelaksanaan standar perjanjian antara para pihak
apakah telah memenuhi keseimbangan antara hak dan kewajiban, kendala-kendala
apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaian yang

dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi

1.3 Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang dan ruang lingkupnya, maka

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :
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Apakah standar perjanjian jual beli secara lelang antara Perum Perhutani KPH
Jember dengan pemenang lelang, telah memenuhi keseimbangan antara hak
dan kewajiban masing-masing ?

Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli
kayu secara lelang ?

Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi Wanprestasi ?

1.4 Tujuan Penulisan

Skripsi ini agar dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan

tujuan yang dikehendaki, maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuannya. Tujuan

penyusunan disini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

&

RS )

(%]

Untuk memenuhi salah satu syarat pokok yang bersifat akademis guna
mencapal gelar sarjana hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas
Jember.

Untuk melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi bagi teoritis dan
praktist hukum.

Untuk dapat menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh sewaktu belajar di

bangku kulizh guna membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan

tentram serta berkeadilan.

1.4.2 Tujuan Khusus

)

(O8]

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

. Untuk mengetahui standar perjanjian jual beli kayu secara lelang telah

memenuht keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Untuk mengetahui kendala-kendala vang dihadapi dalam pelaksanaan
perjanjian jual beli kayu secara lelang.

Untuk mengetahui penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi

wanprestasi.
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1.5 Metodologi
Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode
dedukuf, yaitu suatu cara berfikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat

umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang dilakukan adalah
pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian-kajian terhadap
peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan
dengan permasalahan (Soekanto dan Sri M., 1985 1233
1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :
1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu diperoleh dari studi kepustakaan dengan
mempelajari berbagai sumber yaitu mempelajari buku, pendapat para sarjana
danahli hukumserta peraturan perundang-undangan dan surat perjanjian yang ada
kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. (Soemitro,1990:11)
2. Bakan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu diperoleh secara langsung dari lapangan dari
hasil wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau
lembaga-lembaga yang terkait. Dalam hal ini adalah Bapak Suhadi selaku Kepala
Bagian Hasil Hutan Perum Perhutani KPH Jember. (Soemitro, 1990:11)
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti
kamus, ensiklopedia, internet, dan lain-lain. (Soekanto, 1985:14)
1.5.3 Metode Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan skripsi ini, maka

penulis dilakukan serangkaian penelitian dengan secara langsung. Penelitian yang
dilakukan adalah :
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1. Studi Kepustakaan

Yaitu untuk mendapat data sekunder dengan mempelajari literatur,
menelusuri peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar dan karya ilmiah
dengan menitikbertakan pada teori-teori dan konsep-konsep yang erat kaitannya
dengan masalah.

2. Studi Doltumentasi

Yaitu suatu metode dengan mempelajari arsip-arsip atau dokumen-
dokumen dari objek penelitian dari pihak terkait yang mendukung analisis
terhadap pembahasan.

3. Studi Lapangan

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang
konkrit yang pengumpulan datanya diperoleh secara iangsung dengan jalan
wawancara atau interview dengan pihak yang menjadi objek atau yang berkaitan
langsung dengan masalah yang diteliti yang berdasarkan pada tujuan penulisan.

4. Analisis Bahan Hukum

Semua data yang terkumpul tersebut lalu dianalisis supaya dapat
digunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang
memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi
permasalahan dan dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada
dilapangan.

Penulis didalam menganalisis data skripsi ini penulis memakai deskriptif
kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak
berdasarkan angka-angka bilangan statis tetapi berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Soemitro, 1999:98).

Penarikan kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara
deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat

umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro, 1999:102).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Falta

Dalam Surat dari Perum Perhutani Bernomor 491/071.1/Sar-HH/II tanggal
16 Desember 2004 disebutkan tentang Pedoman Penjualan Dalam Negeri Hasil
Hutan dan Hasil Industriyang dilampirkan dalam bentuk Keputusan Direksi
Perum Perhutani Nomor 347 / KPTS/DIR/2004.

Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan dalam konsideran bahwa
Pemasaran * Dalam Negeri terhadap Hasil Hutan dan Hasil Industri Perum
Perhutani telah mengalami banyak perubahan. Oleh karena itu dengan adanya
Surat Keputusan Direksi ini diharapkan ada perubahan dan penyesuaian dalam hal
pelelangan dan penjualan kayu. Dalam pasal 2 Surat Keputusan Direksi Perum
Perhutani Nomor 347 / KPTS/DIR/2004 ini disebutkan bahwa dengan adanya
Keputusan i1 selain ada perubahan dan penyesuaian, juga untuk memberikan
keseragaman pelaksanaan di bidang penjualan dalam negeri hasil hutan dan hasil
[ndustri yang dihasilkan oleh Perum Perhutani. Dan selain itu untuk memudahkan
dalam pelaksanaan penjualan dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan yang
optimal bagi Perum Perhutani. Dalam Surat Keputusan itu juga disebutkan pada
pasal 3 bahwa Produk dari Perum Perhutani adalah produk yang berupa Hasil
Hutan dan Hasil Industri. Sedangkan Hasil Hutan vang dijual terdiri dari seluruh
hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Dalam craft lelang yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani Unit [1 Jawa
Timur Kesatuan Pemangkuan Hutan Jember dan ditandatangani oleh
Administratur /KKPH Jember . Ir. Teguh Hadi Siswanto, dapat diketahui bahwa
dalam perjanjian lelang tersebut, penjualan dilakukan dcﬁgan penawaran tertinggi
sebagaimana tercantum dalam Peraturan tentang Penjualan Umum di Indonesia
(Lembar Negara No.189, tanggal 28 Agustus 1908).

Perum Perhutani dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha

sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa

6
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tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan sebagai sebuah badan usaha
Perum Perhutant diusahakan untuk mandiri. |

Perum Perhutani sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara memiliki
kemandirian. Dalam arti perusahaan dalam hal ini Perum Perhutani dikelola
secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan prinsip
prinsip korporasi yang sehat. Ini berarti dalam hal pelelangan Produk Hasil Hutan
dan Hasil I[ndustri Hu:rm adalah sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat atas produk kayu, selain itu untuk menghidupi dan memandirikan

Badan Usaha Milik Negara ini.

2.2 Dasar Hukum
Sesual dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu

yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, khususnya hukum perikatan
maka dasar hukum vang digunakan adalah yang bersifat perdata dan khususnya
hukum perjanjian jual beli.
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1233 yang berbunyi:

“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-

undang”

Pasal 1234 yang berbunyi:
“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu,

atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Pasal 1313 yang berbunyi:
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Pasal 1320 yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. sepakat mereka yang menguikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

@]

~
2.

4.

suatu hal tertentu;
suatu sebab yang halal.

Pasal 1330 yang berbunyi :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

.L..Jh)_—-

orang-orang yang belum dewasa;

mereka yang ditaruh dalam pengampuan;

orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang

Badan Usaha Milik Negara

Pasal 1 :

.In.)

9]

Badan Usaha Milik Negara, yang sclanjutnya discbut BUMN, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalul penyertaan secara langsung vang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN
yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham
yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya
dirniliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan.

Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka,
adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi
kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang
seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang
bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
Jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahaan.

Lembar Negara Nomor 189, tanggal 28 Agustus 1908, Tentang : “Penjualan

Umum di Indonesia”.

Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 347/Kpts/Dir/2004, tanggal 26

November 2004, Tentang : “Pedoman Penjualan Dalam Negeri Hasil Hutan

dan Hasil Industri™.
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e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KEHUTANAN
Pasal |
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

I. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disclenggarakan secara
terpadu.

I3. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta
jasa yang berasal dari hutan.

Pasal 3
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang
proporsional;

b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi,
fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan,
sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

¢. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

d. meningkatkar kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan
keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi
serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

¢. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 4
I, Semua hutan di dalam wilayah Republik indonesia termasuk kekayaan alam

vang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

2. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan;
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau
kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
¢. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang
dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai
kehutanan.
Pasal 6

1. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
a. fungsi konservasi,
b. fungsi lindung, dan
¢. fungsi produksi.
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2. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
a. hutan konservasi,
b. hutan lindung, dan
¢. hutan produksi.

[ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Perusahzan Umum Kehutanan
Negara (Perum Perhutani)

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

I. Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI), yang
selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang
bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri,
dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang
dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

6. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan
penvusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi
dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam yang
tidak termasuk kewenangan publik atau pemerintahan umum:

Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978

yang selanjutnya diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

1986 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999,

dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini

Pasal 3

1. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik
Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan
pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan dalam wilayah kerjanya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 6
I. Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan
umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
Perusahaan dan kelestarian sumber daya hutan.
2. Maksud Perusahaan adalah :
. menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang
dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup
orang banyak dan memupuk keuntungan;
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b. menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan
karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi
ckologi, sosial, budaya, dan ckonomi, bagi perusahaan dan masyarakat,
sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada
rencana pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan

g. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 123/Kpts-V/2001 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Departemen Kehutanan

Pasal 1

(1) Departemen Kehutanan, yang selanjutniya dalam Keputusan ini disebut
Departemen, merupakan unsur pelaksana Pemerintah.

(2) Departeinen dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen

menyelenggarakan fungsi:

a. pelancaran pelaksanaan di bidang kehutanan;

b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi
depaitemen; -

¢. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, serta pendidikan dan
pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang kehutanan;

d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Departemen mempunyai kewenangan:

a. penetapan kebijakan di bidang kehutanan untuk mendukung pembangunan
secara makro;

f. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam di bidang
kehutanan;

S. penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu,
pemasaran, dan peredaran hasil hutan termasuk perbenihan, pupuk, pestisida,
dan tanaman kehutanan;
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian perjanjian Jual Beli

Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua pihak dimana satu pihak
disebut  penjual atau pihak yang mempunyai barang yang akan dijual
berkewajiban memberikan barang dan berhak atas sejumlah uang, sedangkan
pthak yang lain disebut pembeli yaitu orang yang mempunyai uang untuk
mendapatkan barang berkewajiban membayar harga yang dibayarkan. (M.
Yahya,1986:181)

Menurut Wirjono,

“Bahwa hukum perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai
harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap
berjanji untuk melakukan suatu hal |, atau untuk tidak melakukan suatu hal .
sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.(dalam
Chidir,1993:32)

Sedangkan menurut Pitlo, “Perikatan adalah suatu hubungan hukum vang
bersifat harta kekayaan antara orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu
berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.”
(dalam Chidir,1993:23)

Singkatnya menurut Maghfirah, “Perjanjian jual-beli merupakan jenis
perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli.
Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki
hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat”(Solusi
hukum.com, 24 April 2004)

Dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam KUH Perdata buku III
perjanjian jual beli termasuk dalam perikatan yang merupakan hubungan hukum
dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan
dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual
beli termasuk dalam perikatan yang mempunyai nilai uang maka perjanjian jual

beli juga masuk dalam hukum harta kekayaan.
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Perjanjian jual  beli scbagaimana  perjanjian pada umumnya harus

memenuhi 4 syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1

b

(5]

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat mereka mengikatkan dirinya maksud dari sepakat disini adalah

dikehendaki pihak yang satu (penjual) juga dikehendaki pihak yang lain

(pembeli) atau kesesuaian kehendak antara dua pihak.

kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang dimaksud dalam cakap disini

adalah kematangan berpikir orang, dalam pasal 1330 KUHPerdata yang

disebut cakap disini adalah:

a. Mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulutelah kawin(pasal
330)

b. Tidak dalam pengampuan.

suatu hal tertentu;

Maksud dari suatu hal tertentu adalah dalam jual beli itu harus jelas tentang

jenis, jumlah dan macam obyek perjanjian jual beli halini diatur dalam pasal

1333 KUHPerdata

suatu sebab yang halal.

Maksud suatu sebab yang halal adalah dalam mengadakan perjanjian ual beli

iru sesuai dengan Undang-Undamg dan tidak dilarang Undang-Undang.

Dalam syarat perjanjian yang disebut sebagai syarat subyekif disini adalah

sepakat mercka mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu

perikatan karena dua syarat itu menyangkut subyek perjanjian, selanjutnya

Undang-Undang menghendaki untuk sahnya perjanjian adanya suatu klausa,

klausa ini berarti isi dari tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya

suatu persetujuan (Subekti,1992:17-19).

Pengertian jual beli ditentukan dalam pasal 1457 KUH Perdata adalah

suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk

menyerahkan suatu kebendaan.dan pihak yang lain untuk membayar harga yang

telah diperjanjikan.
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Berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata maka penjual berhak atas
uang dan wajib menyerahkan barang, sedang pembeli wajib melakukan
pembayaran, berhak atas barang oleh karena itu adapun hubungan timbal balik itu
berupa hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dan mengikat kedua belah
pihak sehingga perjanjian jual beli termasuk juga perjanj‘ian obligatur (Subekti,
1984:11).

Perjunjian jual beli terjadi segera setelah terjadi kesepakatan kemudian
berdassarkan ketentuan pasal 584 adalah penyerahan barang atau livering sebagai
akibat adanya perjanjian tersebut. Dalam praktek antara pembayaran dengan
penyerahan barang dilakukan bersama-sama.

Disamping menyerahkan barang penjual juga mempunyai kewajiban
terhadap cacat tersembunyi, terhadap barang yang dijual sesuai dengan pasal 1504
KUHPerdata yang bunyinya “Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat
tersembunyi pda barang yang dijual”, sedangkan dalam pasal 1505 KUHPerdata
berbunyi “Si penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat”.

Berasarkan ketentuan pasal 1504 KUH Perdata cacat tersembunyi adalah
barang itu tidak sanggup untuk pemakaian itu sehingga, seandainya pembeli

mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya.

2.3.2 Pengertian Perusahaan Umum

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang
seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan
untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan.

Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan
untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip
pengelolaan perusahaan yang sehat (UU No.13 Tahun 2003).

Perusahaan Umum juga merupakan perusahaan negara yang didirikan dan

diatur berdasarkan ketentvan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang
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Nomor 19 tahun 1960, yang memiliki makna usaha melayani kepentingan umum
(kepentingan  produksi, distribusi, dan komsumsi, secara keseluruhan) dan
sckalipus memupuk keuntungan.

Usaha yang dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisien,
clekufitas dan economic cost-accounting priciples and management affactiveness
serta bentuk pelayanan (service) yang baik terhadap masyarakat atau nasabahnya
(Kansil, 1994:119).

2.3.3 Pengertian Wanprestasi

Perjanjian diadakan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing
pthak yang mengadakan perjanjian. Untuk itu pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian adalah dalem rangka untuk saling diuntungkan dan tidak saling
merugikan, dengan demikian perjanjian akan dapat mendatangkan keuntungan
dari kedua belah pihak, apabila masing-masing melakukan kewajiban sesuai
dengan isi perjanjian tersebut.

Namun demikian, suatu perjanjian yang telah dilaksanakan dalam ruang
waktu yang berbeda saat perjanjian itu diadakan, seringkali menimbulkan masalah
Karena hal tertentu, sehingga ada sementara pihak merasa dirugikan atau salah
satu pihak ingin mencari keuntungan sendiri, tanpa memandang kepentingan
pihak lain. Keadaan perjanjian yang dermikian itu mengalami wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda “wanprestatie” artinya
tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan
vang timbul karena undang-undang maupun perikatan yang timbul karena
perjanjian (Muhammad,1992:20).

Menentukan apakah seorang seorang debitur bersalah melakukan
wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu
dinyatakan sengaja atau lalai tidaknya memenuhi prestasi. Keadaan tersebut yaitu:
I debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, yaitu debitur tidak memenuhi

kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian;
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debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur
melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak baik atau

keliru dari perjanjian yang diperjanjikan tersebut;

(8]

debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya. Disini debitur

melaksanakan atau memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu ditetapkan

didalam perjanjian tidak dipenuhi;

4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
(Muhammad,1992:21) '

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari
pthak yang dirugikan dalam kontrak tersebut menuntut ganti kerugian dari pihak
yang telah merugikannya,yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut
(Fuady,2002:17).

Bentuk tuntutan yang dapat dilakukan kreditur terhadap debitur yang
wanprestasi adalah:

1a dapat meminta peleksanaan perjanjian;

1a dapat meminta penggantian saja;

12 dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian
kerugian;

4. dalam hal perjanjian itu timbal balik, dapat meminta hakim agar perjanjian
dibatalkan (Fuady,2002:19).

LJJ[J.-—-

Pendapat lain dikemukakan oleh Sari ,

“Suatu perkara dianggap merupakan suatu sengketa wanprestasi apabila
ada salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Dimana terdapat
hubungan antara para pihak yang dibuat secara tertulis dan apabila ada hal-
hal yang dilanggar sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian
tersebut maka perkara tersebut termasuk dalam sengketa wanprestasi.”
(Wanprestasi, Ataukah Perbuatan Melawan Hukum? : 2003)

Menurut Kansil,"Jika debitur atau kreditur tidak melaksanakan kewajibannya
maka ta dapat dikatakan melakukan wanprestasi” (Kansil,1994:197)
Wanprestasi secara singkat dapat diartikan sebagai ingkarnya satu atau para pihak
dalam perjanjian yang telah dibuat

Pitlo (1988: 55) berpendapat bahwa wanprestasi itu dapat terjadi jika

debitor mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah adanya unsur kealpaan atau
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kesengajaan. Kesengajaan terjadi jika debitor secara tahu dan mau tidak
memenuhi kewajibannya. Kealpaan terjadi jika debitor dapat mencegah penyebab
tidak terjadinya prestasi dan debitor dapat disalahkan karena tidak mencegahnya

“Unsur unsur terjadinya wanprestasi adalah adanya kesalahan dari debitur
dan atau kreditur, yaitu tidak melaksanakan prestasinya”. Namun ada kalanya
terjadinya wanprestasi tidak karena kesalahan debitur atau kreditur, akan tetapi
karena keadaan memaksa (overmacht). Artinya debitur atau kreditur telah
berusaha untuk melaksanakan isi perjanjian / prestasi. Tetapi karena ada keadaan
yang tidak dapat diduga scbelumnya, dan debitur atau kreditur tidak bisa berbuat
apa-apa, yang berakibat perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan seperti yang
dikehendaki.(Kansil,1994:199)

2.3.4 Pengertian Lelang
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 2 Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan,
“Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang

atas, mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang™.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI. No.337/KMK.01/2000 Bab.l,
Ps.1, Pengertian Lelang (auction) adalah :

“Penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media

clektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin

meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran

harga secara (ertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para

peminat”.

Menurut tim Otomasi Dirjen Piutang dan Lelang Negara Departemen
Keuangan,

“Lelang adalah penjualan barang di muka umum yang dipimpin oleh
Pejabat Lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/lisan dan atau
tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang. Karena itu
rencana lelang pada prinsipnya harus lebih dahulu diumumkan kepada
masyarakat”
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Ditambahkan oleh Senduk bahwa “Lelang adalah proses penjualan barang
di mana barang vang bersangkutan akan dijual kepada penawar yang
berant membeli dengan harga tertinggi”(Nova 722/X1V)

Kemudian ditambahkan oleh Rudi Kurniawan bahwa lelang menurut

pengertian diatas adalah :

“Suatu bentuk peniualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi.
Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada
mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik
sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi”
(Rudi Kurniawan, Lelang Syariah : 2004)

“Dalam mekanisme transaksi, para pembeli mengadakan penawaran secara

terbuka. Harga penawaran tertinggi merupakan harga realisasi transaksi yang

kemudian diselesaikan dengan pembayaran tunai”.(Marjoko, 2004:82)

Lelung merupakan cara penjualan yang utama, dengan ketentuan bahwa

target volume lelang setiap tahun ditetapkan oleh Direksi Perum Perhutani.

Jumlah kayu yang akan dilelang dapat ditinjau kembali sesuai dengan

meningkatnya kebutuhan kayu untuk industri dalam negeri dan perkembangan

pasar. Lelang dalam praktek dibagi dua :

a.

b.

Lelang besar, yaitu penjualan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang
dilaksanakan dimuka umum dengan cara penawaran terbuka, diikuti oleh
beberapa KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) dilingkungan unit masing-
masing.

Lelang kecil, yaitu penjualan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu yang
dilaksanakan ~dimuka umum dengan cara penawaran terbuka,
diselenggarakan dan diikuti oleh satu KPH (Kesatuan Pemangkuan

Hutan).

2.3.5 Pengertian Jual Beli Secara Lelang

Jual beli merupakan hubungan hukum perdata, oleh karena itu maka

bagaimana hak dan kewajiban para pihak dipenuhi merupakan kesepakatan para

pthak vang terlibat didalamnya, dalam peristiwa jual beli dikenal beberapa

perjanjian jual beli antara lain :
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L. Perjanjian jual beli secara langsung adalah jual beli yang antara penjual
dan pembeli secara langsung menyerahkan barang dan uang atau barang

dan uang.

b2

Perjanjian jual beh secara lelang adalah penawaran dimuka umum dengan
diundangkannya orang sebelumnya, dalam prakteknya penjualan secara
lelang ada 3 (tiga) cara yaitu :
¢. Lelang terbuka yaitu pelaksanaan jual beli secara lelang dimana
terjadinya peminat dengan adanya iklan, media lainnya dan juga
bisa terjadi secara lelang atau penawaran terhadap pelelangan.
Dengan demikian terjadinya penawaran secara terbuka olch siapa
yang berminat mengikuti penjualan secara lelang,.
d. Lelang terbatas yaitu pelaksanaan jual beli secara lelang dimana
yang berhak itu hanyalah pihak-pihak tertentu atau orang vang

diundang saja.

o

Lelang tertutup vaitu penjualan dimuka umum atau pelelangan itu
dilakukan dihadapan orang banyak dengan ketentuan orang banyak
itu adalah angpota sendiri.

3. Perjanjian jual beli secara kredit yaitu perjanjian jual beli yang
pembayarannya tidak dibayar lunas, tetapi angsuran sesuai dengan
perjanjian antara penjual dan pembeli.

Jual beli secara lelang yang dimaksud disini adalah penjual dimuka umum
dengan menawarkan harga yang makin meningkat dengan diundangkannya orang-
orang sebelumnya.

Dalam pergaulan hukum dikenal beberapa lelang :

a. Lelang yang dilakukan badan urusan piutang lelang negara
Badan mi berwenang untuk melakukan penjualan dengan cara
lelang atas aset-aset yang disita oleh bank akibat kredit macet dan
atau barang vang diputuskan oleh untuk lelang berdasarkan
keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Lelang oleh badan hukum publik atas aset yang berada dalam dan

sesual dengan kewenangannya.
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Misal : -lelang oleh Perum Pengadaian terhadap barang gadai
-lelang oleh Perum Perhutani terhadap hasil hutan

Lelang oleh individu atau pihak swasta

Misal : -lclang lukisan

-lelang untuk pengumpulan dana
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BAB 1
PEMBAHASAN

3.1 Standar Perjanjian Jual Bel Kayu Secara Lelang Antara Perum
Perhutani Dengan Pemenang Lelang Telah Seimbang Antara Hak Dan

Kewajiban

Perjanjian lelang pada dasarnya adalah sama dengan bentuk perjanjian
lainnya. Khususnya bila dibandingkan dengan perjanjian jual beli. Dalam pasal
1313 Kitab Undang U ndang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah
peristiwa dimana seorang atau satu pihak dan Orang atau pihak lain saling berjanji
untuk melaksanakan suatu hal. Karena itu perjanjian yang dibuat ity berlaku
sebagai undang undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri tersebut.

Pihak dalam lelang ada dua vakni pihak pemilik barang yang akan dj lelang
dan calon pembeli atau penawar. Pada saat akhir dimana kesepakatan harga telah
tercapai dan perjanjian telah ditanda tangani maka kedua belah pihak harus tunduk
terhadap perjanjian vang telah dibuat tersebut. Dalam bentuknya perjanjian
tersebut berupa suaty rangkalan perkataan yang mengandung janji janji atau
kesanggupan yang diucapkan dan tertulis.

Perum Perhutani adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara atau disingkat
BUMN. Pada hakekatnya sebuah BUMN adalah sebuah bentuk perusahaan juga.
Menurut Miranda, dulu pemerintah Belanda mengartikan perusahaan sebagai *
keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang
terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.” (Tripod.com, 2005)
Sedangkan yang dimaksud dengan usaha perniagaan atau fande zaak, “lalah
segala usaha kegiatan baik aktif ataupun pasit’ | termasuk Juga segala sesuatu yang
menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya itu dimaksud untuk
mencapai tujuan memperoleh keuntungan” (Kancil, 1994:4)

Menurut Miranda inti segala tindakan dalam perusahaan dari sudut
ekonomis adalah mencari keuntungan yang sebesar besarnya dengan pengorbanan

sekecil kecilnya (Tripod.com, 2005)
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Perhutant sebagai sebuah BUMN, fungsinya adalah melayani kepentingan
umum (kepentingan produksi, distribusi, dan konsumsi secara keseluruhan) dan

sekaligus memupuk keuntungan. (Kansil, 1994:1 19)

tni berarti Perhutani bisa mengusahakan apapun asalkan itu bekaitan dengan
fungsi fungsinya diatas, termasuk juga pelelangan kayu dan atau hasil hutan serta
hasil industri.

Sebuah perjanjian akan dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para
pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip prinsip hukum
vang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Serta di dalamnya
berlaku asas Konsensualitas.

Menurut Kansil, (1994:194); “Asas konsensualitas, menurut asas ini
perjanjian sudah ada dan timbul dan mengikat sejak tercapainya konsensus atau
Kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai objek perjanjian,”

Jika perjanjian telah dilahirkan, maka pihak pihak vang membuatnya wajib
melaksanakarnya dengan iktikad baik yang artinya pelaksanaannya tidak boleh
merugikan pihak yang berangkutan dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat
menyimpang dari hukum perjanjian. Dalam hal ini berlakulah pasal 1338 KUH
Perdata yang menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagat undang undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap perjanjian timbal
balik berlaku asas bahwa kedua belah pihak sama sama mempunyai kewajiban
dan hak. (Kansil, 1994:201) -

Perjanjian Lelang yang dibuat dan diberlakukan oleh Perum Perhutani
pada dasarnya adalah sebuah bentuk kontrak sepihak. Kontrak Sepihak adalah
sebuah kontrak yang sebelumnya sudah disusun oleh satu pthak dan harus di taati
dan disepakati oleh pihak lain. Dalam hal ini pthak Perum Perhutani Jember
sesual dengan Surat Edaran dari Perum Perhutani Unit 11 Jawa Timur Nomor
491/071.1/Sar-HH/IT tanggal 16 Desember 2004 tentang Pedoman Penjualan
Hastl Hutan dan Hasil Industri, Yang dilampiri Surat Keputusan Direksi Perum
Perhutani Nomor 347/Kpts/Dir/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Pedoman

Penjualan Dalam Negeri Hasil Hutan dan Hasil Industri. Telah melaksanakan
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konsep, aturan dan sistem seperti disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut
diatas.

Selain itu telah diatur dalam pasal 2 (1) Surat Keputusan Direksi Perum
Perhutani Nomor 347/Kpts/Dir/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Pedoman
Penjualan Dalam Negeri Hasil Hutan dan Hasil Industri bahwa untuk
keseragaman pelaksanaar di bidang penjualan / pelelangan dalam negeri hasil
hutan dan hasil Industri yang dihasilkan dan dilakukan oleh Perum Perhutani di
seluruh wilayah Negara Kesatuan RI maka disusunlah draft perjanjian penjualan
dan atau pelelangan hasil hutan dan hasil industri. Dalam pasal 2 (2) disebutkan
bahwa pedoman ini dibuat untuk memudahkan dalam pelaksanaan penjualan
dalam negeri sehingga akan diperoleh pendapatan yang optimal bagi Perum
Perhutani. Yang dimaksudkan dengan Standard Perjanjian dalam skripsi ini
adalah, standar perjanjian jual beli secara lelang oleh Perum Perhutani. Dimana
dalam Pelaksanaannva kontrak jual beli secara lelang itu telah ada, dibuat dan
ditetapkan oleh Perum Perhutani. Ini sesuai dengan Surat dari Perum Perhutani
Bernomor 49/071.1/Sar-HH/IT tanggal 16 Desember 2004 disebutkan tentang
Pedoman Penjualan Dalam Negeri Hasil Hutan dan Hasil Industri.yang
dilampirkan dalam bentuk Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 347 /
KPTS/DIR/2004. Jadi pada hakekatnya, setelah proses pelelangan berakhir para
pthak bisa langsung menandatangani kontrak. Tanpa perlu lagi melakukan proses
tawar menawar atau negosiasi.

Hak dan kewajiban dari Perum Perhutani dan Pemenang Lelang
Hak dan Kewajiban Perum Perhutani
1. Menyediakan dan menyiapkan Hasil Hutan yang akan dilelang, sesuai

dengan pengumuman pelelangan vang telah dibuat

2

Mengukur, menguji dan mengapling sebelum melelang Hasil hutan

tersebut.

(%)

Menentukan tempat penyerahan kayu atas kesepakatan antara kedua belah
pthak.

4. Menetapkan Harga Penawaran Lelang (oleh direksi). Serta berhak .

merubah atau meninjau kembali harga Penawaran lelang
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-
.

Apabila dianggap perlu pihak KPH atau unit dapat menetapkan harga
pernawaran pertama lelang diatas HPL yang ditetapkan oleh Direksi
Mengatur persiapan lelang termasuk jumlah volume yang akan ditawarkan
Mengumumbkan secara luas pelaksanaan lelang di media cetak atau media
lain dengan menyebutkan tanggal atau waktu, tempat, volume, dan jenis
Memberikan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kepada pemenag
lelang

Dalam keadaaan luar biasa Administratur Perum Perhutani /KPPH yang
bersangkutan dapat memperpanjang waktu penyimpanan kayu atau Hasil
Hutan di TPK /TPn.

Bila dipandang perlu, Perum Perhutani dapat memindahkan kayu atau

hasil hutan lainnya milik pemenang lelang ke tempat lain.

- Menyediakan kelengkapan fisik sampai kayu-kayu tersebut diangkut oleh

pihak kedua

Hak dan Kewajiban Pemenang Lelang :

I

2

(5%

wh

Memperoleh hasil hutan yakni kayu yang dimenangkannya dalam lelang.
Memperoleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang nantinya
digunakan untuk pengangangkutan hasil hutan.

Menerima Daftar Penyerahan Kayu

Membayar penuh uang pembeliannya berikut bea yang ditetapkan
pemerintah yang berlaku, yakni :

Bealelang :1%

Uang Miskin : 0.7 %

PPN 10 %

Retribusi 1 2.5%%

Jumlah keseluruhan adalah 14, 2 % dari nilai pembelian

Penawar tertinggi sebagai pemenang lelang tidak dapat menarik diri atau

mengundurkan diri, dan harus memenuhi kewajibannya.
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6. Bila Pembeli atau pemenang lelang belum mengambil atau mengangkut
Kayu atau hasil hutannya maka dia diawajibkan membayar uang letak
vang besarnya telah ditentukan oleh Perum Perhutani.

7. Pemenang lelang, menyediakan sendiri Gerbong Kereta Api, Truck dan
lain lain alat pengangkutan lainnya, vang digunakan untuk mengangkut
kayu atau hasil hutan.

8. Mengangkut kayu-kayu yang telah diterima

Sebenarnya proses lelang dan pelelangan adalah sebuah proses jual beli, jadi

tidak terlalu rumit dan bertele tele. Semua pihak telah tahu dan mengerti akan

hak dan kewajibannya masing masing dalam lelang dan pelelangan tersebut.

Sama seperti konsep jual beli atau perdagangan biasa. Dan menurut penyusun,

perjanjian lelang antara Perum Perhutani KPH Jember dengan Pemenang

lelang telah memenuhi keseimbangan antara hak dan kewajiban masing

masing.

Dalam draft perjanjian lelang yang dibuat oleh pihak Perum Perhutani untuk
para Pemenang Lelang. Disebutkan bahwa dalam pelelangan, seluruh
penjualan akan dilakukan dengan penawaran yang tertinggi. Maksudnya
bahwa, bila ada penawar dengan harga tertinggi maka dialah yang keluar
sebagai pemenang lelang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebuah
perjanjian adalah berlaku sebagai undang undang bagi pihak pihak yang
terlibat di .dalamnya. Karena draft kontrak sudah ada dan dibuat oleh Pihak

Perhutani maka, para pemenang lelang harus tunduk pada aturan tersebut.

Seperti disebutkan dalam pasal 3 (1) Perjanjian Lelahg bahwa “ Pemenang
lelang harus membayar penuh uang pembeliannya berikut bea bea yang
ditetaplan oleh pemerintah menurut peraturan yang berlaku, seperti Bea
‘elang, Uang Miskin, Pajak Penjualan, MPO dan lain sebagainya. Selain itu,
pemenang lelang  tidak  dapat menarik diri atau dengan kata lain
mengundurkan dirt dan harus memenuhi kewajibannya sebagai pemenang
lelang. Ini harus dipenuhi oleh pihak pembeli atau pemenang lelang sebab jika

tidak maka dianggap sebagai pelanggaran hukum dan kepadanya akan
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diajukan di muka pengadilan. Seperti di jelaskan pada pasal 3 (3) Perjanjian

Lelang.

Int berarti pemenang lelang wajib dan harus sangeup melaksanakan
g g ]

kewajibannya. Seperti juga pihak Perum Perhutani yang telah melaksanakan

hak dan kewajibannya. Jadi sebenarnya dari kedua belah pihak antara pihak

Perum Perhutani dan pihak Pemenang Lelang sudah tahu hak dan

kewajibannya masing masing, sudah tahu akan kemampuannya masing

masing dan tahu akan resiko atau akibat akibat yang ditimbulkan oleh

perjanjian lelang terscbut. Bahkan sebelum perjanjian pelelangan itu dibuat.

3,2

Kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli

kayu seeara lelang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suhadi selaku pejabat Kepala

Bagian Hasil Hutan pada Perum Perhutani KPH Jember,dapat diketahui kendala-

kendala apa saja yang menyebabkan pelaksanaan pelaksanaan perjanjian lelang

masih belum berjalan secara optimal sehingga memperoleh hasil maksimal masih

sultt diwurudkan, antara lain -

A. Pra Lelang

b,

(0%

Sistem Pemasaran atau promosi yang kurang menarik.
Selama ini sebelum peiaksanaan lelang selalu didahului dengan

pengumuman melalui media massa seperti majalah dan surat kabar serta

Juga juga melalui selebaran seperti pamflet. Akan tetapi kandungan dan

kemasan informasi yang ada dalam pengumuman itu masih kurang,
sehingga masyarakat kurang dapat mengetahui jenis barang apa saja yang

akan dijual melalui lelang tersebut.

Pengusaha besar juga enggan mengikuti lelang kayu karena rata-rata

jumlahnya kecil, di bawah 500 meter kubik.

Masih banyaknya makelar lelang yang mengikuti lelang kayu dan atau

hastl hutan. Karena dengan adanya makelar ini disamakan dengan mafia
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atau dalam istilah Perum Perhutani disebut Kongsi. Sehingga bisa
mengatur harga lelang. Yang akibatnya hasil akhir lelang kadang tidak
sesuai dengan yang diharapkan.
B. Pada saat pelaksanaan lelang
L. Kurangnya Peminat Lelang
Sedikitnya jumlah peserta dalam lelang menyebabkan suasana dalam
menawar barang vang dijual kurang kompetitif. Hal ini tentu saja
berpengaruh pada pembentukan harga yang optimal. Sedikitnya peserta
lelang ini dapat diketabui dalam daftar hadir peserta lelang yang terdapat

dalam risalah lelang.

%)

Sedikitnya barang yang laku dalam lelang

Selain itu juga kecenderungan kayu atau hasil hutan yang dilelang kurang
bagus dari segi kualitas dan tidak memenuhi selera pasar (kurang
marketable). Schingga hal ini akan menjadikan masyarakat akan berpikir
dua kali untuk mengikuti lelang karena tidak begitu tertarik dengan kayu

atau hasil hutan yang dilelang.

Kendala atau Permasalahan yang utama dalam pelaksanaan perjanjian lelang
antara lain adalah :
l. Mekanisme Peralihan Hak
Maksudnya adalah peralihan hak kepemilikan kayu atau hasil hutan
tersebut dari Perum Perhutani kepada Pemenang Lelang. Prosesnya bisa
dikatakan terlalu birokratis dan bertele tele. Dimana sebelum pemenang

lelang mengargkut kayu atau hasil hutannya tersebut dia diwajibkan :

a. Menyediakan alat pengangkutan seperti truk atau gerbong kereta
sendiri untuk mengangkut kayu atau hasil hutan lainnya.. Sedikit
banyak hal ini membuat pembeli atau pemenang lelang berpikir
lagt untuk mengikuti lelang, karena masih harus mengeluarkan
biaya lagi untuk kendaraan angkut.

b. Terlebih dahulu membayar sejumlah biaya seperti, Bea Lelang
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LJ

C.

d.

(=4

Pemenang lelang sebelum mengangkut kayu atau hasil hutannya
harus mendapatkan SKSHH. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
(SKSHIT), walaupun SKSHE merupakan blanko dokumen sekuriti
yang memilki spesifikast teknis khusus sebagai unsur pengamanan
dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan

Pembayaran semua biaya secara tunai kadang kala sedikit
menyulitkan, terutama bagi peserta lelang perorangan atau
perusahaan kecil yang bermodal kecil. Karena tidak menutup
kemungkinan ada hal hal yang memaksa atau force majeure dari
Pthak Pemenang lelang dari jenis ini untuk menunda pembayaran.
Menurut Keterangan dari Bapak Suhadi sebagai Kepala Bagian
Hastl Hutan, hal int ada dan terjadi, akan tetapi tidak banyak.

Penarikan Biaya berupa Uang Letak kadangkala cukup
menyulitkan bagi pemenang lelang bermodal kecil. Karena dia
harus membayar untuk penyimpanan kayu atau hasil hutan yang

dimenangkannya.

Bagi Pihak Perum Perhutani, penundaan pengambilan kayu atau hasil

hutan oleh Pemenang Lelang, berakibat menjadi berkurangnya tempat

penyimpanan kayu milik Perum Perhutani. Karena selain untuk

mendapatkan keuntungan dari penjualan kayu, lelang sendiri dimaksudkan

untuk mengurangi timbunan kayu yang ada di petak petak milik Perum

Perhutani.

Sedangkan bagi Pemenang Lelang, pembatasan waktu pengambilan kayu

atan hasil hutan inm, mengakibatkan kesulitan tersendiri, terutama bagi

perorangan atau pengusaha kecil. Karena :

a.

b.

keterbatasan dana

keterbatasan tempat penyimpanannya

keterbatasan memperoleh alat pengangkutan.

Keadaan memaksa (force majeure), seperti bencana alam yang

tidak dapat diduga dan sebagainya.
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4. Khusus untuk kayu temuan,yaitu Kayu yang ditemukan didalam kawasan
hutan atau diluar kawasan hutan, yang diduga Jelas asal usul kayunya
berasal dari dalam kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani, proses
pelelangannya akan lebih cepat, sedangkan untuk kayu dengan status
sitaan dan rampasan masih harus melalui saluran hukum, seperti kejaksaan
dan pengadilan. Departemen Kehutanan sendiri belum bisa melelang
dengan cara yang cepat karena masih  harus mengkaji tata cara
pelaksanaannya dan melihat peraturan-peraturan yang terdahulu supaya

tidak terjadi kesalahan.

3.3 Penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terjadi Wanprestasi
Negara kita berdasarkan atas hukum menurut konstitusi UUD 1945,
Konsekuensinya tidak ada perbuatan atau tindakan dapat dilakukan secara

melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku

Menurut Subeliti, "Kontrak (perjanjian) adalah suatu "peristiwa di mana
seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang ity saling berjanji
untuk melaksanakan suaty hal " (dalam Kusumaningrum, 2000:2)

Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang
menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat
kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak vang telah
mereka buat tersebut. Dalam hal in fungsi kontrak sama dengan perundang-
undangan (asas pacta sunt servanda), tetapi hanya berlaku khusus terhadap para
pembuatnya saja. Hukum Juga memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran

kontrak atau mgkar janji (wanprestasi)

Pengaturan tentang kontrak diatur terutama di dalam KUH Perdata (BW),
tepatnya dalam Buku [11. di samping mengatur mengenai perikatan yang timbul
dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang
misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Hukum perdata menganut prinsip
"Barang siapa merugikan orang lain, harus memberikan ganti rugi". Dalam hukum
perdata, pihak-pihak yang bersengketa berkedudukan sama dan hal yang

diperkarakan tidak berkaitan langsung dengan kepentingan umum
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Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah

asas kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak

apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada

pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun, kebebasan

tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, vyaitu tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Menurut Kusumaningrum, aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal

1338 KUH Perdata (BW) | yang menyiratkan adanya 3 (tiga asas) yang

seyogyanya dalam perjanjian :

bs

_[\.)

Mengenai terjadinya perjanjian

Asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut BW perjanijan hanya
terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak
(consensus, consensualisme).

Tentang akibat perjanjian

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak
itu sendirl. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang
menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak,
berlaku scbagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang melakukan
perjanjian tersebut.

Tentang isi perjanjian

Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak (contractsvrijheid atau
partijautonomie) yang bersangkutan. Dengan kata lain selama perjanjian
itu tidak bertentangan dengan hukum vang berlaku, kesusilaan, mengikat

kepentingan umum dan ketertiban, maka perjanjian itu diperbolehkan.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dijamin oleh oleh Pasal 1338 ayat

(1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa :

"setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya".
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Jadi, semua perjanpian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya
memenuhi  syarat, berlaku bagi para pembuatnya,sama seperti perundang-
undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan
apa saja di dalam isi schuah kontrak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menentukan - syarat-syarat  untuk  sahnya perjanjian dimana  pasal  tersebut
menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni antara
lain adalah:

1. Adanya kata sepakat.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

3. Hal tertentu

4. Sebab yang halal

Menurut Hertanto, “Apabila dalam pemberian kata sepakat terdapat kekhilafan
atau paksaan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan™.

Kata sepakat juga dikatakan cacat apabila sepakat itu diberikan karena:

1. Kekhilafan

2. Penipuan

3. Paksaan

Menurut Maghfiroh,” Suatu perjanjian dibuat untuk menjamin kepastian hukum bagi

para pihak. Perjanjian tersebut meliputi subyek dan obyek perjanjian, hak dan

kewajiban para pihak dalam perjanjian dan upaya hukum yang tersedia bagi para

pihak apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian tersebut” (Solusi

hukum.com, 24 April 2004)

Prestasi dalam KUH Perdata dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu menyerahkan
suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu
perbuatan. Jika seorang debitor tidak memenuhi kewajibannya, menurut
hukum debitor tersebut dikatakan wanprestasi yang menyebabkannya dapat

digugat di muka pengadilan

Wanprestasi vakni salah satu pihak dalam lelang dan pelelangan tersebut gagal
memenuht kewajiban membayar kepada pihak yang lain. Suatu pelanggaran

perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak akan bersifat mendasay apabila
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pelanggaran ini akan menimbulkan Kerugian pada pihak lainnya sedemikian
besarnya sehingga tidak memungkinkan untuk memperoleh apa yang diharapkan
menurut perjanjian tersebut, kecuali pihak yang melakukan pelanggaran tersebut
memang tidak dapat memperkirakan sebelumnya terjadinya hal tersebut, maupun
stapapun lainnya dalam keadaan yang sama seperti dirinya akan secara wajar tidak

dapat memperkirakan akibatnya yanz demikian.

Subekti dalam Maghfiroh mengklasifikasi tindakan wanprestasi menjadi

empat macam, vaitu:

a. tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan:;
b. melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sebagaimana mestinya;
melakukan apa yang diperjanjikan tetapt terlambat;
d. melakvkan  sesuatu yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh
dilakukannya (Solusi hukum.com. 24 April 2004)
Dengan demikian scorang  dapat  dinyatakan wanprestasi  manakala yang
bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya unuk memenuhi prestasi dan
tidak terlaksananya kewajiban tersebut karena kelalaian atau kesengajaan. Karena
perbuatannya ini dapat dituntut memenuhi prestasi disertai ganti rugi, biaya dan

bunga. Dan tuntutan pemenuhan suatu prestasi diajukan kepada lembaga peradilan

Setidaknya jika sesorang atau satu pihak dinyatakan telah melakukan
wanprestast terhadap perjanjian, maka orang atau pihak tersebut harus dapat
memberikan argumentasi secara hukum terhadap pihak vang lain vang terikat
dalam perjanjian tersebut. Sepanjang argumen tersebut terbatas pada argumen
yang bersifat umum maka sudah barang tentu dapat digugurkan. Semisal dengan
menyebutkan bahwa tidak terdapat proses penawaran, yang ternyata telah
menyalahi Ketentuan yang scharusnya dilaksanakan, atau dengan menyatakan
bahwa angka penawaran yang diajukan dan telah disepakati bersama ternyata
pada aplikasinya berbeda atau dengan menyatakan telah terjadi keadaan memaksa

atau force majeure, yaitu keadaan yang diluar kekuasaan manusia.
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Van Dunie dalam Maghfiroh menyatakan bahwa, apabila terjadi wanprestasi,
maka kreditor yang dirugikan dari perikatan timbal-balik mempunyai beberapa

pilihan atas berbagai macam kemungkinan tuntutan, yaitu:
4. menuntut prestasi saja;
b. menuntut prestasi dan ganti rugi;

menuntut ganti rugi saja;

B

menuntut pembatalan perjanjian;
€. menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi.(Solusi hukum.com 24
April 2004)

Subekti dalam Maghfiroh mengemukakan bahwa seorang debitor yang dinyatakan
wanprestasi masih dimungkinkan untuk melakukan pembelaan berupa:

a. mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa:

b. mengajukan bahwu kreditor sendiri juga telah lalai;

C. mengajukan bahwu kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut

ganti rugi.(Solusi hukum.com, 24 April 2004)

Dalam kontrak pelelangan hasil hutan berupa kayu ini, ada dua pihak yang
berhubungan yakni Perum Perhatani dengan pemenang lelang. Kontrak yang
dibuat adalah kontrak tertulis sesuaj dengan aturan yang di buat oleh Direksi
Perum Perhutani Pusat dengan SK.DIR.347/KPTS/DIR/2004, TGL.26-11-2004
Tahun 2005. Scbenarnya dalam usaha penyelesaian permasalahan  dalam

perjanjian ini ada beberapa jalan yang bisa ditemuh yakni :

. Musyawarah atau jalan damai
Maksudnya adalah apabila salah satu pthak melakukan wanprestasi maka,
dicoba dahulu untuk melakukan musyawarah atau jalan perdamaian, agar
perjanjian itu tetap berlangsung dan masing masing pihak tidak mengalami
kerugian satu sama lain. Utamanya dalam hal ini masalah pelelangan hasil

hutan berupa kayu.

8]

Penyelesaian Berdasarkan Kontrak
Maksudnya adalah semua penyelesaian di dasarkan pada kontrak itu saja.

Jadi apa yang telah diatur dalam kontrak itu menjadi dasar dari


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

penyelesalan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak
dalam pelelangan tersebut, |
Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, misalnya :
I. Dari Pihak Pemenang Lelang
a.dari pihak pemenang lelang maka pthak pemenang lelang itu akan
kehilangan uang jaminan lelang, yang disebabkan pemenang lelang
tidak melunasi pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan (dalam
waktu 3 hari setelah hasil lelang). Bila ini terjadi maka pemenang
lelang termaksud akan dimasukkan dalam daftar hitam Kantor Lelang
Negara seluruk Indonesia.Dan dalam waktu enam bulan tidak boleh
mengikuti lelang dan pelelangan.
b.Bila pemenang lelang belum melunasi seluruh blaya yang menjadi
tanggungannya, maka pemenang lelang tidak akan mendapatkan Surat
Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Yang dipergunakan untuk
mengangkut kayu atau hasil hutan yang dimenangkannya dalam lelang.
c.Bila dalam waktu 30 hari sesudah pelelangan tersebut, kayu atau hasil
hutan yang telah dimenangkan, belum diangkut maka pemenang lelang
akan dikenakan Biaya Uang Letak yang besarnya telah ditentukan oleh
pihak Perum Perhutani.
d.Bilamana sampai akhir bulan ke 6 (30 hari x 6 = 180 hari) terhitung
dart mulai tanggal terjadinya ternyata belum diangkut, dianggap
pemilik melepaskan haknya atas kayu atau hasil hutan tersebut. Dan
kayu atau hasil hutan tersebut kembali menjadi milik Perum Perhutani.
Pthak Perum Perhutani dalam hal ini wajib mengumumkan kembali
kepemilikan tersebut dalam proses lelang selanjutnya. Dalam hal
pengumuman dilakukan pada waktu lelang dibuat berita acara yang
ditanda tangani oleh petugas lelang.
2. Dari Pihak Perum Perhutani yang melakukan wanprestasi :
a. Pemenang Lelang bisa langsung mengajukan permintaan ganti rugi

kepada Pihak Perhutani. Dalam hal
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1. Kayu atau hasil hutan yang di dapat ternyata tidak sesuai dengan

risalah lelang.

[

Jumlah atau volume kayu atau hasil hutan tidak sesuai dengan yang

diumumkan

(%]

Jenis kayu yang dilelang, antara yang diumumkan di media massa
dengan yang ada di lapangan ternyata berbeda.

4. Meminta kembali biaya biaya yang telah dikeluarkan atau telah
dibayarkan pihak pemenang lelang kepada Pihak Perum Perhutani.
Apabila dalam hal ini tidak ada penyelesaian secara musyawarah dan
kekeluargaan, maka Pihak Pemenang lelang bisa mengajukan gugatan

kepada Perum Perhutani, baik itu secara pidana ataupun perdata.
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4.1.

BAR IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka dengan ini penulis

mengambil kesimpulan sebagi berikut :

1.

Bahwa standar perjanjian lelang pada Perum Perhutani KPH Jember
dasarnya adalah sama dengan perjanjian lainnya. Khususnya dengan
perjanjian jual beli. Dalam pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata disebutkan perjanjian adalah peristiwa dimana satu pthak dan atau
pihak lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam lelang ada
dua pihak yakni pihak pemilik barang yang akan di lelang dan calon
pembeli atau penawar. Pada saat akhir dimana kesepakatan harga telah
tercapai dan perjanjian telah ditanda tangani maka kedua belah pihak harus
tunduk terhadap perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dan dari perjanjian
yang telah dibuat tersebut, terciptalah hak dan kewajiban, yang harus
dipenuhi dan di laksanakan oleh masing masing pihak.Dan dari keseluruhan
hak dan kewajiban, dari Pihak Perum Perhutani sebagai penyelenggara
lelang dan para pemenang lelang, yang telah diuraikan secara panjang lebar
diatas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwasannya, dalam
pelaksanaan perjanjian jual beli kayu secara lelang antara Perum Perhutani
dengan pemenang lelang telah seimbang antara hak dan kewajiban.

Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kayu atau hasil hutan
secara lelang, menurut hasil wawancara penyusun dengan Bapak Suhadi
sebagai pejabat Kepala Bagian Hasil Hutan pada Perum Perhutani KPH
Jember yang mewakili Administratur Perum Perhutani KPH Jember, dapat
diketahui bahwa ada beberapa masalah dalam pelelangan kayu atau hasil
hutan oleh Perum Perhutani yakni, mulai dari Pra Lelang seperti Sistem
Pemasaran atau promosi vang kurang menarik, enggannya para pengusaha
besar dalam mengikuti lelang, sampai banyaknya makelar lelang yang bisa

mengacaukan harga lelang. Kemudian banyak sedikitnya jumlah barang
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yang dilelang, serta jumlah atau volume kayu yang laku dalam pelelangan
kadang tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Selain itu dalam masa pasca
pelelangan, masih bertele telenya proses administrasi menyebabkan
peralihan hak kepemilikan kayu oleh pemenang lelang sedikit terhambat.
Ketamyé aturan bisa jadi sedikit menyulitkan pemenang lelang dan itu juga
berakibat pada pelaksanaan program kerja dari pihak Perum Perhutani.
Utamanya bila diperhitungkan juga masalah keadaan memaksa (force
majeure)

Apabila terjadi wanprestasi aiantara pihak Perum Perhutani dengan
pemenang lelang, ada dua cara yang ditempuh, yakni musyawarah secara
kekeluargaan, yakni mencari jalan keluar secara damai. Kemudian melihat
dalam pasal pasal kontrak, karena di dalam kontrak telah disebutkan
berbagai hal yang menjadi tanggung jawab bagi pihak yang melakukan
wanprestast, dari mulai membayar denda sampai membayar ganti rugi
dengan jumlah tertentu yang telah ditentukan dengan peraturan yang ada.
Jalan terakhir apabila tidak tercapai satv kesepakatan dalam pemecahan
masalah tersebut adalah pengajuan gugatan oleh salah satu dari masing
masing pihak yang merasa dirugikan ke Pengadilan. Dalam hal ini yang

dimaksud adalah Pengadilan Neveri Jember.
(= =)

4.2. Saran

Berdasarkan keseluruhan pembahasan permasalahan dan pengambilan

kesimpulan diatas, maka penyusun dalam hal ini mencoba memberikan saran

antara lain :

1

Pihak Perum Perhutani, dalam hal lelang dan pelelangan kayu atau hasil
hutan, bisa lebih sederhana dalam penyusunan sistem pelelangan. Sehingga
permasalahan seperti peralihan hak yang terlalu bertele tele sampail proses
pengangkutan hasil lelang menjadi lebih praktis dan tidak menyulitkan bagi

pihak Perum Perhutani dan para pemenang lelang pada khususnya.
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Pthak  Departemen  Kehutanan  dan - Perum  Perhutani  harus  segera
memperbaiki segala aturan hukum, terutama mengenai pelelangan kayu dan
hasil hutan. Karena aturan hukum ini sangat dibutuhkan dalam standardisasi
pelaksanaan lelang dan pelelangan kayu atau hasil hutan lainnya di
Indonesia.

Pthalk Perum Perhutani paling tidak harus segera menjalin kerjasama dengan
pihak lain, baik itu Departemen departemen yang terkait seperti Departemen
Pertanian, Departemea Keuangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta
kaum akademisi, karena bagaimanapun juga untuk menciptakan sistem yang

bagus harus ada kerjasama dengan pihak lain.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAITAR PUSTAKA

DATA BUKU :

1994, Metode Penclitian Hukum Dan Jurimeiri. Jakarta:
Ghalialna.

. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 2 Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

Ashshofa, Burhan. 1998. Mectode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta

Badan Penerbit Universitas Jember. 1998, Pedoman Penulisan Karya
llmiah Jember,

Chidir, Achmad. 1993, Hukwn Perikatan | Perikatan Yang Lahir Dari
PerjanjianBuku | Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti
Bandung

Fuady. Anwar.2002. Ancka Hukuin Perjanjian., Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Harahap M. Yahya,1986. Segi- segi hukum Perjanjian. .Bandung : Alumni.

Kansil, C.S.T.1994. Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Buku
Kesatu Hukum Dagang menurut KUHD dan KUHPer
Jakarta:Sinar Grafika

Marjoko. 2004. Dasar Hukum Perikatan. Bandung : CV. Mandar Maju.

Muhammad.A.K.,1992. Hukum Pengangkutar. Niaga, Bandung : Citra Aditya
Bhakti.

Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri.
Jakarta:Ghalia Ina.
Soerjono, Soekanto dan Sri M. 1985 Metode Penelitian Jakarta. Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono.1985. Pengantar Penulisan Hukum.) akarta. Universitas
Indonesia Pers.

Subekti. R ,1992 4neka Perjanjian Bandung,

Subekti. R,1992. 4dsas Asas Hukum Perjanjian. Bandung: CV. Mandar Maju.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

;—“M_

| 4PN | E'F BT Besmetel :
| &7 ?ﬁ% Bk BPT Porpustakasn |
b, u—"'}

v | URVERSITAS dcipem

oy

DATA TABLOID :

Senduk, Safir. 2000. Memanfaatkan Jasa | *egadaian Dalam Tabloid NOVA No.
722/X1V

DATA INTERNET :

. Aturan Rumit, Peminat Mundur . Kamis 5 Juli 2005
http://www kompas.com/kompas -
cetak/0507/06/daerah/1870102 htm

- Frequently Asked Question 20 JULI 2005, indolelang.com

y 9 __ Pemermiah Upayakan Percepat Lelang Kayu Tempo.Sabtu,
02 April 2005. Tempotinteraktif com

Hertanto, Art Wahyudi. Perolakan Klaim Bid Bond Kamis, 19 April
2005 www bastamanandpartners.com CyberNews Law
Consultation.htm 2003, PT Cyberindo Aditama

Hoesodo, Hardiyanto. 2005. Proses Lelang Seharusnya Diawasi. Dalam
Republika. Jumat, 4 Februari. www_republika co_id.

Kurniawan, Rudy. 10 Juli 2004 . Lelang Syariah.

Kusumaningrum, Febrina.2000. Konirak. PT Asiamaya Dotcom
Indonesia. http://www.asiamaya.com/Konsultasi
hukum/ist_hukum/kontrak. htm

Maghfirah, Esther Dwi. Upaya Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-
beli Barang (Studi Komparatif Ketentuan CISG dan KUHPerdata)
24 April 2004. SOLUSIHUKUM.COM

Miranda , Vinny, (2005) Hukwum Dagang di Indonesia, miranda01
Aripod.com/karya/htm.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN T

DEPARTEMEN PENDIDI I AN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Ti. Kalimantan 37 Kampus T'r-!“i?wn Kotak Pos 9 Tember 68121
= (03 3IVA35462 - 3304582 Fax. 330432

fc;mo.r D 12047)25.1.1/PP.9/ 2005 Jamber, 9q April 2005
ampiran.
Perihal : KONS

2
g

-
o
et

Yth. Kenala Kantor Perhutani Jembep
di -

Dekan akultas [lukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat

ot | | PR r o .,.ﬁ'.. SR
menghadankan kKepada Saudara SEOrang manasiswi

Nama *JOYO NUE YANIO
NIM - 980710101205

o}

Frogram 1S5 1 Umu Hulkeum

-Jln Ri_'v'ﬂdi _‘Lf.;-lf' !:J-l.lfl.'cz'i

Keperivan @ Konsuiiasy ieniase Ningmlal

WPRAIANSTAN PELELANGAN Vo
DI PERHUTANL JIIBIT *,

s vATI GLONDONGAN

Sehubungan dengan hal r-rashyr diatas 5 wami mohon bantuan sccukupnya,

Wirena hagil dar Eaoneiirag) digunakan  uprgk melenglani hahan

Atas bantuan dan keriasama vang balk kemi ucapkan terimakasih.

- da
Tembusan Kepada . '(
e Yth. Ketua Bagian ~Kejure. Perdata,.
¢ VYang bersanghutan
»  Arsip
-
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LAMFIRAN II

PERUM PERHIUTANI
UNIT II JAWA TIMUR

KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER
Jl. Letjen. S. Parman No. 4 Phone (0331) 336841

opon : (0331) 336841, 3366456 Banlk : BNI 1946 Cab. Jember
at : Perumhut Kph Jember Bank Mandiri
siwile: (0831) 3236421

SURAT KETERANGAN
No.s2r7 1016.5/SDM/Jbr/ll

ng bertanda tangan dibawah ini menerarigkan dengan sebenarnya bahwa, Mahasiswa
1g tercantum dibawah ini :

ma - JOYO NURYANTO

v : 980710101205

gram S 1 llmu Hukum Universitas Jember.
mat - JI.Riyadi 146 Jember.

ng bersangkutan telah mengadakan konsultasi untuk melengkapi bahan penyusunan
ripsinya di Kantor Perum Perhutani KPH Jember, dengan judul “ PERJANJIAN
LELANGAN KAYU JAT! GLONDONGAN DI PERUM PERHUTANI “

mikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

-

PP.2090011 y
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LAMPIRAN III

PERUM PERHUTANI UNIT Il JAWA TIMUR

KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER
- Alamat: JI, Let, Jen. S, Parman No. 4, Jember Telp. (0331) 336841,

PERVATIAN LELANG
Pasz! 1.
Penjuzlin dilakoulan dengan penawamn tertinggi scbagzimana L caalum calem peraturan tentang Penjualan Umum di-

Indenesia ( Lembar.Negara No, 18, tanggal 28 Agustus 1908 ). Tidak ada Kayu kayu atau hasil hutan lainnya dijual
dibaweh harga pmawaren yang telah ditetapken oleh Perum Perhutani.

Pasai 2.

Kayu kexu dan Hasil Hutan lainnya diual loko TRK/TPN. sebagaimana tercamium daiam daftar kapling. selelah kayu

kayu atau Hasil Hutan lainnya dijual/ditunjuk kepara penawaran tertinggi ( penibeli ), Tiduk ada Kaim tentang ukuran
volume maupun kwalita hesil hutan tersebut. :

Pasai 3.

(1) Penjualan Pemenang Lelang harus membayar penuh uang pembeliannya berikut bea-bea yeng ditetapkan peme-
rintah menurut peraturan yang berlaku ; Bea Lelang, Uang Miskin, Pajak Penjualan, MPO dan lain-lain,

(2) Selelah kapling itu dilunjuk kepada penawar lertinggi, maka penawar lerlinggi dinyalckan scbagai pemenang
i Ielnng ( pembeli ) meka pembuoli ticak dapal menaril; atau mengundurkan diri dan harus memehui kewajiban-ke-
wajibannya sebagzi tersebut pada ayat (1).

(3) Apabila Pem_enang Lelang tidak capal memenuhi ketentuan lersebut peda ayat ( 1 ‘)a.tau melanggar ketenluan
tersebut ayat ( 1) dlstas maka perbuzian pemenang lelang dien J92p sebagal PELANGGARAN KRIMINAL dan
kepadanya alan diajukan dimuka PENGADILAN. ;

(4) Bilamana dalam'penawamn tertinggi terdapat lebih dari satu orang yang sama-sama menawar timbul perbedaan

“faham tetang siepa ¥ang menawar paling tinggi, maka juru lelang memutuskan siapa yang menfadi pemenang
lelang. '

Pasal 4.
Juru lelang berhak setelah saty atan Bebempa kapling terjual, memberhentikan lelang epabila termyala bahwa pembeli

pembeli merupakan satu KONGS] sehingga tidak ada persaingan dalam penawaran, mengenai penghentian lelang ter-
sebut diadakan tukar menukar pikiran dengan pengunjung ( peserta ) lelang,

Pasaj 5.

Hasil Hutan yang dibeli belum dapat dimiliki dan dizngkui oleh pemenzng lelang sebelum ada uang pembeliannya, bea
lelang dan uzng-usng lginnya yang menjadi langgungannya dibayar tunai,

Pasal 6.

- Pas Angkutan hasil hutan untuk pengangkutan keyu atau hasil hutan lainnya zkan diberikan apabila Daflar Kapling
yeng diberikan kepada pemenang lelang pada sa'at pelelangan telah ditanda tangani oleh pihak Perum Perhutani diper-
lihetken kepada petugas yang bersangkutan. Daftar nama selelah kayu slau hesil hulan keinnya habis terangkut harus
diserahkan kembali kepada petugas TPK / TPn. yang bersangkutan, !

Pasal 7.

Kayu atau hasil hutan lzinnya yang telah dibeli atas permehonan pembeli dapat dimuat kealas alat angkutan oleh
Perum Perhutani yang bersangkutan.

Pasal 8. @
Mengenai pengangkutan kayu dan hagll hutan lairnys, pembeli harus minta kelerangan kepada petugas Perum

Perhulani yang bersangkutan.

5\
-
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Dalam waktu satu bulan (20 hari
muanya oleh pembeli,

Kayu alau hasil hutan lainnya yang telah dibe

sebagai berikut :

Pasal 0,

) sesudah penjualan, kayu atau has

Pasal 10.

(1a) KAYU BULAT JATI, SONAOKELING, MAHORNI

il hutan lainnya yang telah dibeli harus diangkut se-

i namun belum diangku!, dikenakan bisya uang letak yang besarnya

: TARIP UANG LETAK PER M3 PER TIART DALAM BULAN KE .
SOTIMEN 1 2 3 4 5 8
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
Al Bebas 1.000 2.000 4,000 5,000 6,000
Al Bebas 2,000 4,000 6.000 © 8.000 10.000
Alll Bebas 3.000 8.000 12.000 18,000 27.000
(1b } KAYU BULAT RiMBA SELAIN SONOKELING DAN MAHONI
: TARIF UANG LETAK PER M3 PER HART DACAM GOTARRE
SOTIMEN - 1 2 o 4 l 5 6
(Rp.) (Rp) | (Ro,) {Rp.) (Rp.) (Rp.)
Al Bebas 200 400 800 1.000 1,400
All Bebas 400 800 1.200 1,600 2.800
Alll Bebug GO0 1,200 2.400 3,600 5.400
B Tl

(2). KAYU GERGAJIAN SORTIMEN CLCI,CilL ¢V

a. Pajang kayu kurang dari 1 meler, bia

untuk bulat Jati sortimen A 11,

b. Pajang kayu Iébih dari 1 meter. biaya uang letek sa

untuk bulat Jati sortimen A 111,

’

(3). KAYU BAKAR JATI/ BRONGKOL JATI, BANBU

Tarip biaya uang letak sama dengan yang berlaku untuk

ya uang letak ama dengan 1,5 ( salu seteng

(4). MINYAK KAYU PUTIH, MINYAK TERPENTIN DAN MINVAK LAIN,

Tarip biaya uang letak untuk 100 (seratué) I:‘lér, sama

(5). GONDORUKEM/ ROSIN SOAP, SEEDLAK / SHELILAK.

kayu bulat Jati soetimen A I,

ah ) dari tarip yang berlaku

ina dengan 1,5 ( sely cetengah ) dari tarip yany berfaku

dengzn yang berfaku untuk kayu bulat Jali sortimen A .

“Tarip biaya uang letak untuk setiap 1 (satu) ton, samz “engan vang berlaku untuk kayu bulat Jati sortimen All

(6). ROTAN, ARANG, DAN KULIT KAYU.

a. Tarip biaya uang letak untuk geliap 1000 {

Jal sortimen A |

b. Tarip biayn uang letak untuk seliap 1 (seiu) fon Areng se

sottimen A |

seribu) baleng rolan, sums, dengan yang berlaku unluk kayu bulat

ma dengen yang beriaku untuk kayu bulat Jatj
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Pasal 11. |
Ketentuan-ketentuan tentang Biaya Uang Letak

(1). Perhitungan biaya uang letalc dimulai dari hari tanggal terjacinya penjualan, juimlah hari dalam salu/5u1a11 dihilung
rata-rata 30 hari. !

4

(2). Bilamana sampai akhir bulan ke-& ( 20 hari x 8 = 180 hari ) terhitung mulai tanggal lerjadinya ternyata belum di-
angkut, dianggap pemilik melepaskan haknya atas barang hasil hutan yang bersangkutan dan kembali milik
Perum Perhuiani, yang aebelumnya (dalam bulan 6) wajib diumumian minimel dun kali meloiui sarena komunike-
si yang ada. Dalam hal pengumuman dilakukan pada waktu lelang, dibual berita acara yang ditanda-tangani oleh
petugas lelang.

(3). Ketentuan-ketentuan ini akan diumurmkan pada setiap kali dilakukan lelang dan atau dipasang di-kantor TPK dan
lain-fain untuk diketzhui oleh umum.

Fasal 12.

Dalam keadaan luar biasa atau permintaan pembeli, Administratur Perim Pernutani / KKPH. yang bersangkutan dapat
memperpanjang waktu penyimpanan kayu atau hasil hutan lainnya ¢ TRTPN sepagaimana yang dimaksudkan dalam
pasal 11, ayat (2 % :

Pasal 13.

Apabila dipandang peﬂu, Perum Perhutani dapal memindzhkan kayu atau hasil hulan lainnya milik pemenang lelang ke
{ernpat lgin masit delam halaman TPKYTFn.

Pasal 14.
Alat-glat pengangkutan seperti: Gerbong Kereta Api, Truck dan lgin-lain harus diusahakan sendiri oleh pemenang lelang
Pasal 15.

Dalam hal kapling di-tunjuk kepada Pemenang Lelang seperti yang dimakaud dalam pesal 1 dan pasal 2 dialas, kemu-
dian diperjual belikan maka yang berhubungan dengan Perum Perhutani tetap Pemenang Lelang.
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LAMFLIRAN IV

PEDOMAN PENJUALAN DALAM NEGERI

( PPDN ) |
SK.DIR.NO.347/KPTS/DIR/2004, TGL.26-11-2004
TAHUN. 2005

nalik

JEMBER
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PERUM PERHUTANI

Telepon (D3N 331IRST -4

(PERUSATTAAN UMUM KEHMUTANAN NEGARA)
UNTT HLJAWATIMUR
GRAHA PERHUTAMI

Ialan Gentenakali No. 49..2.0. BOX. 1006 Surabaya 60008

Bank @ Bank NMewarn Indonesiy 196
PBank Mandiei © Cabang Swandavani

Rawept  : phitunitshy Bank Mandiri * Cabang Jembatan Merah
IFacs (031) 3474173 Bank Kakyat Indonesia

; Surabaya, /¢ Desember 2004
Nomor o) 1071.1/Sar-HLiN : -
Lampiran : 1 (satu) bandel
Perihal : Pedoman Penjralan Dalam Negeri

IHasil Hutan dan Hasil Industri : . :

Kepada Yth, -

Segenap Adm.Perum Perhutani /
KKPH, KKPE, KKIPKI dalam wilayah
Perum Perhutani Unit 1l Jawa Timur

Bersama ini kami  kirimkan surat  keputusan - Dircksi Perum Perhutani nomor

347/Kpts/Dir/2004, tgl. 26 Nopember 2004 tentang : Pedoman Penjualan Dalam -Negeri

Hasil Hutat datt Hasil Industri.

Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan.

Tembusan Kepada Yth. |

1.Kepala Unit I Jatim ( Sbg laporan )
2.Wakil Kepala Unit Il Jatim ( Sbg laporan)
3.Seaenap Kepala Biro

‘B
JN i /,fl‘{r

Al KEPALA.

/ ) .'--K‘c'p:ﬂ 1\ Biro rcnms:u‘nn I1H

x 2 Al
s A
¥

e, AR
" i

\
_,_;‘.———f‘—

I HRAHONO IRIANTO, MM
~iNip-T10 009 556,% \
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v .
140 PERUM PERIUTARNI . IDa@2 21 5732458 ek POl

= PERUM PERHUTANI

(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN N':GARA)
GEDUNG MANGGALA \‘JAP.AB;\}’Ti BLOK VILL E-
JI. Gatot Subroio, Senayan P.O. Box 19/ IRl
Jakana Pusal (10270)

pros—— - — e e T el s

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHLTANI
NOMOR ...... 3G FEPTS/DIR2004

Tentang

PEDOMAN PENJUALAN DALAM NEGER! H S‘U. l,T-\;\'
DAN HASIL 'NDUSTRI PERUM PERHK ‘L Ta

OIREKTUR UTAMA PERLUM PERHUT. ““\

bahwa Pemasaian Dalam Negeri lc:‘l‘.:\d"-p Hausil Hutan dan Hasil Industi
perurn Perhutani telah banyak mengatami perabahen:

b, bahwa dengan adanya perubahan kondisi dan situasi pemagaran tersebul nakas
Jdipandang periv SK Direksi Perum Perhatani Nomaor Q1P TS DHR2003
tangpal 3 Janumi P00 taritansy Pedonan Pemasar Dadam Napert Hasil
Paren dan Dlasid Induseei Perhitan (Bersena) dipeoadmg pariu unil

Maenimbang ¢ &

Jisesuaikan dengin repuitsm Direka,
Moy Linding Linsdisng, Nemton A1 Taby 1RO

Uiy Uiislangg Momor 18 Tahun 2003

Feranam Pemerintan Nomor 30 Fabun 2003

4. Kepuiusan Mentert Keuangan Nomor 193/RMIK.0072001.

{1 et

ot

MEMUTUSKAN

Pertame  PEDOMAN PENIU ALAN DALAM NEGERT HASIL HUTAN DAN H—\"CIL._
13\'DUSTR,l PERUM ? ERE UI ANI, scbagaimana  dalam Lampiran Surat
i< an i,

Kedua - . Ha -'na‘. yang Colum diatuy dalam keputusan inl akar ditentukan 1ebib L.I‘]-L.l oleh
Direksi; ‘

(aigac . o Dengan berlakunya Surat Keputushn int inaka S S Direksi Pérum
Perhutant Nomor Llr}\""'Q"JLL\,“UOS tangea! 3 Jueuari 2003 teniang Pedoman
© Pemasaran Dalem Negeri Hasil Hutan den Hasil industi P, Perhutani (Pc;sch,i
dinyatekan ldak berlaku lagi;

Keampel - Surat Keputusen ing mulai verlaku szjak tanggal ditetapkan.

.

™ u_tmkdn a1 g Jalocd
L 26 _'_ﬁg__)cmhcr 200
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Lampivan Surat Keputusan Direksi
Nomor ¢ 347  JKpts/Dir/2004
Tanggal 26 November 2004

PEDOMAN PENJUALAN DALAM NEGER]
HASIL HUTAN DAN HASIL INDUSTRI
- PERUM PERHUTANI

BAB I
KETENTUAN UMUM
: Pagat
Pengertian [§tilgh dan Batasan

Dalam pedomas inj yang dimaksud dengan:

{18

1,0 12

_l'.

“h

* hutan yang dikelola Perum Perhutani.

(v

1Q.

3.

Deruin  Pechutani adaleh Badan Usaha Milik Negam (BUMN) yanz didinkan’
herdasarkan PP 30/2003 wanggal ! 1 funi

Direksi adalah Direlsi Perum Perhuiant.

Kepala Unit adalah Kepala Uniz Perum Perinani.

Adrainistratur adalah Administrawar Perum Darhutani / Kepala Kesatuan Pomanghkuan
Hutan (KIPE) termasuk Kepaia Industri Pengelahan Kayu Jat (KIPE)) dan Kepala
Pelaksana Ekspor (XPE). :

Kayu Temuat adalah kavu yang ditemuazan di dalom kKawa

kawasan hutan, van3 didugz jelus asal usul ayunya beras
- - e - 7 s

¢yl dari dalam Wawasan

T T B
M3

san hutan atau di luar

4w

Kayu Tangkapan adalah kayu vany ditemukan i dalam Lawasat hutan sias i luar
& yu ¥ahys

kawasan huten yang diperoich acrsamaan denaan pelakunya (terdukwa), yang diduga

jelas asal usul kayunya berasal dart dalam Kitwvastn hulan yong dikelola Peam
Perliutani. : _ '

Lelang Besar andalzh senjuaian kayu dan atan hasil hutan bukan kayu yaug
dilaksanakan di depan umum dengan cara penawaran erouka, diikuti olsh seluruh
KPH di Jingkungan Unit ynasing-masing. '

dilaksanakan di.depan umum dengan cara penawaran tevbulea, difkuil oleh beberapd
KPH di lingkungan Unit masing-masing.

Lelang Kecil secard Khusue agatah penjualan hasil hutan kayu dan atau bukan e
yany dilaksanakan di depan umum  dengan o cars penawaran  icrbuka yang™
diselenguarakan dan diikutt oieh satu KPH.
Penjualan dengan Perjanjian (Kontrak) adalal penjuzian hasil huian kayu, buken
kayu atau hagil industn yanyg Gilakukan oleh Perum Perhutani dengan Pihak pembeli

.- Lelang Kecil adalah penjuzlan hasil huetan kayu dan atau bulan leayu yeng

~dalam suate Perjanjian Tual Belk., = '
. Penjualan Langsuag adaleh penjualan asil huran kayu, brkan kayu atat hagil indusit

yang dilakukan dengan menerhitkan SPAP, SPY dan §1P secara langsuny oleh Perum
Perhutani dengan pen:beli. :

 Kapling cdatah pampnkan hasil hntan Larupa kayu, bukan kayu dan hosil industt
vany diniur sedemikizn tupa nmgnun jenisnye dan dibert Noner wiut 1
F s 1

et Fgtan’Bukan Kayi @ Padad bipnant i Yahs hepsa nasil hoian seiain kava, O o
‘An‘..‘ll ...\]u..n )‘L..\\‘-A :\.-_\ -L m(.li..'l.. LY . A 3 i o

-
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14, Husil Industri  adalah bahan baku hasil hutan yang telah  mengalemi proses

pergolahan oleh indusird baik industr mullk Perum Pechutani maapan olely induste

Mitra Kerja Perhutani baik berupa barang serengah jadi maupun birany jadi.

15. Perusahaan atau Industri Besar adalah perusahaan dan  atau  industii  yang

mengolalVmeraproduksi bahan baku produk Perhutani yang memenuhi svarat dan

kapasitas produksi

(a). Mengoperasikan minimal 2 (dua® buah Band Saw type 36" kemas alaw mes
- Rotary dan-mesin Moulding lainnya.

(b). Kayu Bundar Jati & Kayu Bundar Rimba ladah 1U 0Co m® keatas per tahun,

(¢). Kayu Rimba Indastri dan mmba am 20.000 m? keatas per tahun. '

(d). Kayu gesgajian jati 3.000 m" keatas per tahun.
(e). Getah pinus 3 000 ton keatas per tahun,
(f). Gondorukem 3,500 ton Seatas per ehon,
(g). Minvak terpentin : 2 000 1o kealas prer tahun.
(h).  Minyak kavu '\-"-b 1 100 ton Kkeatas por tahun,
(1). Seedlac ; 230 w0 keasas per tehun,
‘). Kopal - : 250 ton keaias par tahun.

16. Peruszhaan atau Industei Menengah dan” Koperasi  adalah perusai whann dan atau

il

indlustri_yang me m'ohh!m“nu\rodvx:;l bakan baku produk Perhuteni d'n" an syarat

dan kapasitas produksi :

(a). \'I<. 1"opt:nml\an minimal 1 (saw) buzh Band Saw type 36" Keatas amu mesin
Rotary dan mesin Moulding lainaya. i

(b). KayuB undar Jati & Kayu Bundar Rimba Indaly 3.000 s/d iU 000 m* par tahun.

(¢). Kayu Rimba ladustd dan Rimba Lain 3.000 s/d 20.000 m* per tehun,

(d). Kayu Gergajian Jal : 1000 s/d 3000 m? peb tabun.
(). Getah Pinus : 2500 s/d 3000 ton per tahun.
(.  Gondorukem : 1300 s/¢ 3500 ton per tahun,
(2). Minvak Terpeatin : 1000 s/d 2000 ton per tahun.
(k). Minyuk Kavu Putih .30 s/d 100 ton per tabun.
(i). Secedlac . ¢ 100 sfd 230 ton per tahun,
(). Kopal + 100 s/d 250 ton per tahun.

17. Perusahaan atau Industri Kecil, Koperasi Pengrajin Kecil, Koperasi Masyarakai Desa

Hutan acalah perusahaan atau industri atau Koperasi yang mengolah/memproditksi

bahan baku produk Perhutani dengan syavat dan kapnonas pmdul\n

a). Mengoperasikan minimal 1 (satu) buah Circle Saw atan mesin Rotary dan mesin
Mouiding lainnya. - :

b). Kayu Bundar Jati & Kayu Bunder Rimba Indah dibawah 3.000 m” per tuhun.

¢). Kayu Rimbz Industed dan Rimba Lain dibawah SiOOO m? per tabun.
¢) Kayu Gergajian Jati . dibawah 1.00C m® per tahun.

¢) Getah Pinus : dibawal) 2.500 ton per tanun,

f) Gondorukem s dibawali 1,500 ton per talwn. ;

) Minvak Terpentin s Gibawath 1,000 ton per tahun.

) Minyak Kayu Putil ccibiowah 30 ton per tahun,

1) Seadlac = Gibawah 100 ton per tahum, }

i) Kopal s dibawah 100 ton per tahun, 2

{5 ]
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20,

(1

penjuaian dalem ncgen hasil hutan dan hasil industr vaing dibasilkan oich Perum

(2)

PERUM PERIVTANI ID=262 21 S7324G]

Warung  Kayn adalsh usahs yang  dibearak eleh Koperasi  maupin kelomipok
masyarakai sekitsr huian dengan kapasitas ne njualan
a. Kayu Buadar Jati & Kayu Buml'n Rimba Indah dibaw wh 300 m’ per tahu

Kayu Rimba Industi dan Rimba Lain dibe awah 600 m” per tahun,
Pc-n,\'.':hu atau pembeli adalah badan asaha yang membeli dan memasarian Hasil
Hutan atau Has!] Indust secara nutin untuk pasaraya di dalam negeri,

Penjualan  Lan igsung dengan Layan  Antar (PLLA) adzlah  penjuzlan yang
dilaksanakan de Agan cara meigantar preduk Perhutani (Kayu/ Non Kayu) langsung
Ke padbrik pembeli (Franco Pabrik Pen cell) dengan tujuan untuk meningkatkan

pelayznan dan meningkatkan nilaj wmbah penjualan,

Pasal 2
Maksud den Tujuar

Pedoman ini dimaksudkan unluk memberikan Keseragirnan ?-’iake‘m..‘.n di bidane

=

Peautani.
Pedoman ini dibuat untuk memudehikan dalam pelaksanaan penjualan dalam neger
sentngaa dipecoleh pendapatan vang optimal be al Perum Perhutani

o7

BAB II
PRODUK YANG DIJUAL

- Produk Masil Hutap dan Fasil Indusis

asil butan yang dijual terdin dan hasil hatan kayu dan bukan ka
iI:u‘.n Industn )"m, dijual terdinl dari seluruh hasi) industri La\m
dihasilican Perum Perhutani.
vlasil Hutan adalah basil hutan Perum Perhutani berupa Kayu dan bul\m Kayu,
Flasil nut. + Kayu adalah berupa Kayu Bunri:u Jati dan Rimba yangz terdiri dari ;
{(a). . '-vu .mmin Jati, yang digolonakan
Ky \"U.i £ Vi ) cavit Hara ((F ), kaya Lokal (Non H/Vi) dan kayu Lokal IN
(ba 1an bakw industri/BEIN adalai .“15" bundas y:mg memenuhi persyaratan
tareintu sesual ketentuan yang ditetapkan olel Diveksi,
(). ayu bundar Rimba adalah Kayt bundar seinin Jai yang H*HC101HJ\un : A
b.i. Kayu l‘lmim indalr ¢ Sonokeling, Sonokembung, Soncbrits. Maheni,
Kaya

}"'-1-';\. ik Perim Perhutani adalah produk ye ang berupa Hasil Hutan den Hasii Industri,
: AYU
da

1 bukan kayuw vany

h.2. Kava Rimba Industri @ Pinus, Damar, Sengon, Jabon, Gmeling arboraa

dan  deeasia meniion

b.3. Kayu Rimba Lain poovang indak temmasuk Kayu Rimbs Jadady dan 7

reavn Rimba Industed,

pea

/.

-
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Pasal
Pengukuran, Pengujian rLu U-PET o [T

(1) Semua produk yang akzn di pasarkan heus diukur, diuji J..) dikapling lebih dahulu

sesual dengan Peraturan Pengukuran, Peng

'ml_‘:i_g_.\_&,m_.,l plingan vang berlaku,

( ’) Kapling untuk Flastl Hutan ; )

a, \'])Ll bundar Jati ma wpun Rimba : imaksimal 5 1n*
b. Kayu Bakar maksimal 23 sm .

() Kapling untuk ifasil ludustri :

a. Kayu gergajian Jati atau Non Jati @ maksimal 3 m’

h. Vinir sayar jati D menyesuaikan

¢, Barang jadi kayu : menyesuaikan

d. Minyvak Kayu Putih - menyesuaikan

&l GO'u'n"ulxum L NENVRSUBIXADN

f. Tompentin tmsnyesuaikan

3. Ropal : menvesuaikan "
| !.’ ‘ : menyesuaikan

o pmaksinal 2.500 lembar

BAB III
PENETAPAN HARGA
Pagal 5
Flarga Jual Dasare dan Harga Penawaran Lelang

(3) Marga weedin dan ;

a)  Harga Just Dasur (111))
Y Harga Penawayan Lelang (HPL)

{(4) Harea Jual Dasar (11JD) dan Harpa Penawaran Lelang (HPL) ditclapkan oleh Direlst
(3) Sewaktu-wakiu WD dan HPL dapat ditiijau kembali,

\nu i W

strcharge diberlakakan apabily Fondisi pasar diznggap baik dan memungkinkan
diberlakukannya  surcharee harga pada produl yvang dijual secara Penjualan
Langsung dan Kontrak. :

Besarnva surcharge ditetaphkan oleh Direksi.

Unit dapat ;;wmb;:r]a,.uk wn differensiazsi plug pada harga jual yang berlaku yang
telah ditctapkan oleh Direksi atas dusar ‘-'nndisx ;‘m. ar dan atau atas usul KPH.

KPH dapat menetapkan Differensiusi plus pa h wea jual yang berlaku yang telah
ditetupkan olehy Dircksi/Unit. 1

Differensiasi plus diteiapkan untuk batas wakiu leitentu.
|

Yasal O /\{1 ‘9 5? {@m}t‘/u U;é/o Zy
AL A v

ol B ]

‘1L(94-1 1009

Yk
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JRETRS )
L&
1

enawaran Pertmra uda Lelang

(1) Harga peaavwaran pertama Jelang sesul Hargs Penawaraa Lelang (MPL) vang el
ditstankan Direks..

(2) Apabila dipandang perlu, KPH dan atau Unit dapat menetzpkdn harga pm:'\\u. ran
pertama lelang m atas HPL vang telah ditetepkan oleh Direksi.

el
(3) Besarnya penawaran pertama scbagaimana dimaksud ayvat (2) ditetapkan oleh FPH
dan atau Unit.

BADB WV
SALUILAN PENJUALAN

Bagian 'ertama

PENJUALAN MELALUI LELANG

Pagal §
Produk-Praduk yang dapat dijual wrelelui saluran Lelan

(1) Kayu bundar Jat dan Rimba.

( ) Hasil hutan bukan kayu

(3) Hasil industrikayu dan vukan kayu.

(4) Kayu bundar Jaui den Rimbda bahan baku indusirl (BB vang sudah bervbah states
menjadi bukan BBL

(5) Kayu bundar Jati dan Rimba yany sudah mengalami prigljian wlang,

(6) Kayu Temuan dan aian ’I‘mukf-p‘.n ying stcah c. hvonis Pengadilan dan mempuiy al
L.ekkuhiav huxum tetap senta sucdah kembeli menjudi persediaan Perum ? grhiani.

S

Pasal ¥
]}k."'if.['l aapn V alume I LisE

(1). Volumce \anv'\‘-\n melalui felang seiiap tahun ditetapian olch Direkst.

(2). Volume i '1)1‘ yang akan dijual dalam lelang besar maupun lelany kecil uniuk
masing-masing KPH ditetapkan oleh Kepala Lt

(3). Velume Hasil Industri Kayu dan huken Kayu yang aXan diju:ul dalam lelang besar
maupun lelang kecil diteta ;mn oleh Kepala Unit sesuai p ersediaan yung ada.

I'asal l('l
Pelaksunaan Lelany

(1), Unit mesgaier persiapan lelang: tesmasuk juinlal v olume yapy aken ditawvarkan
sedangken penyusunan daftar kapling yang "L o ditetang ( Oversicht ) uniak nup-
tiap lelany dilakukan oleh KPH ‘

(2). Sebelum dilaksanakan lelang x.i\nmv“‘.‘;"a seearn lugs melalui pengumuman G
media cetak atan media fain terlebil da Wt dengan menyebulkan tangsal £ oawakiu
tempai, volumsg, jenis dan KPH-KPH yang ment :n'.. }

(fi)_ Untuk setiap letang, para peminat dapal ‘I\'IL']M".,.\‘“ Iy dattar kapling < Kantar KpH /e

l i 4
vany bersanghuion tad o Htempal iclang ditaksana.

o1
I
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Pasal {1
i DS el ) )

(1). Frekwensi, tate wakiu dan tempat pelaksanzan Lelang Besar ditetapkan oleh Direksi
atas usulan Un't dan hasil Pelaksanann Lelang Besar dilaporkan kepada Direksi.
(3). Lelang Besar dilaksunakan di pusat-pusal konsursen yang diatur oleh Kepala Unit
dan dileksandkan oleh Kantor Lelang Nezara scrempat.
(3). Volume Kayu : -
a. \’olume kayu yvang dipaserkan merupakan persediaan bebas vang barada i TPK /
TPn / TP Khusus divsahakan dalam kapling vang terdiri dari 2 (dua) kelas
dlame.icr. 2 (dua) kelas mnj'm“ dan 1 (saw) kelas mutu, dan kbusus uniuk
sortiven All diperkenankan 3 (liga) kelas diameter.
b.Volume Bukan Kayu disesuaikan dengen persediaan yang ada.

..,\.

Pasals b2

LELANG KECIL

(1} Frekweénsi, tatoowakiu, volume, jenis, tempas
diteinpkan olelt Kenala Uni,

(2). Lelang Kecil diadakan & XPEL vang 3 aleh KPH Pelugsana
dann dilaksanukan oleh Kanter [elang Neasrz sctempat siau oleh  Peomm
Purutani,

(3. Volume Kayu

s IR e alanye LWoee)
gan KPR aeEna Lelon kel

cdo Volune kayn yang dipasarkon meropakan porscdiaan belas vane berada di
TRK /P / ll’ lklmxl'\ dinsabalian deliin kapgling yamg, wedied daer 2 (dun)
Kelas diameter. 2 (dua) kelos panjeag dan 1 s ) Rk anadun, dun Khuses
untai sortimen Al L‘Ii[J:‘:rI;cnanL..n 3 (trna) 5<c‘-=3 dutreter.
b. Volume Bukan Kayu disesuaikan dengaen persediann yang ada

b L RN 1R 53
LELANGIHCECLISIS NSt

KPH G_P: me nyelenggarakan leiang kecil secara khusus atas pesetujuian Unit.
Bagiau Kedun
PENJUALAN DENGAN PERJANJIAN ( KONTRAIK)
Tasal 14
(1) Penjuslan  dengan Perjanjian (Kontrak) Hasil Hutan Kayu  dilakeken  dengan
Perusahazn ataw Industri Besar dan Menengah yang vergerak  dalam bidang
pengolahan hasis hutan

(2) Penjualan dengarn Perjonjian (Foatrak) unwic Husil Industin dilakuian dongan indusir
\besar dan kKoperasi, penyalar dan perusahaan-perusabaan pemakal langsuny,

)

Pov
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Pasal 15

yjualan dengan Perjapjian (Konirvak) baik Hasil Huutwn Kayu mezupun Hasii Indusii
amakan kepada Peruszhaan atau Industri yang hasilnya diperuntuickan bagi tujuan
Spor. _ 11

Pasal 16

njualan dengan Perjanjien (Kontrak) baik Hasil Huten Kayu maupun Hasil [ndusi
akukan olel Direksi dan atau Kepala Unit Perhutani atas pelimpahan weéwenany
reksi.

Pasal 17

asil Hutan Kayu vang dapat dijual melalui Perjanjian (Kontrak) adalah semua jenis
asil Hutan Kayu, diatur berdasarkan pertimbangan kemampuan kapasitas, produksi
rta kclayakan'pcrv.s:-.h:mw"inchrs&ri.

Pasal 18
I ewenangan penjualan produk de volni
1. Velume Masit Hutan Kayu dan Hasi] ncdustat yany dijnai melab Perjanjian
(Kontrak) untuk  tingkat Direksi dan Unit diatne berdasrkan padi Krieria
Perusdhann atan indusini pengolah yany ada dalanm Wetentaan Ui,
2y, Dircksi melavani penjualan dengan pegangian (Kontrik) per (ahian ey perusahinan
sebazal berikut
- Kaye Bandar Jau sordmen AL Hara (1D dan Vinie (Vi) 500 nt keatas
b. Kayu Bundar Rimba Indah 1.0001m3 e atas,

¢. Kayu Duandar Rimba Industri dan Rimba Lain 2.000 m® keatas .
d. Kayu gergaiian : Bt m_“ keatas.
e, Vinir sayat jati dan nen jali :1.000.000 m” Xealas.
r Gondoarukem . : 2.000 ton keatas.
g, Minyak '.:::p-::mi\i : 500 ton keatas.
b Minyak kayu putih - 100.002 k2 keatas.,

(3. Lait avelavnant Penjualan dengan Perjanjian (Kontrak) untuk hasit hutan kayu di
wilayah kKerjanya per taiun per perusahatn sebaunei berikut
2. Kayu Eundar Jati Nox | QVAYH L 500 m3 s/d 1000 m3

b, Kavu Bundar Rimba Indah - - s/d 1.000 7.
¢, Kavu Pundar Rimba Industii dan Rimba Lain el 2 000N .
(3). Penjualan dengan Perjanjian (Kontrak) olel Unit untuk perusahaan yang berada di j

luar wilayah kerjn Unit harus dengan rekomendast Kepala Unit dimana perusahaan:

b s Ax gt e
wrsebut besdomisihi,

i

-1
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asal 19

SASRINE s ly e e T . S o i
p-.l!;“.--!_}.l.‘.'l] p\‘l..lhu...ﬂ mesim somrak /4 Perjaniian dtivjukian kepada Direka) Param
Perbutani cq Direlior Pemasaran amy Kepaia Unit sesuai de NEAn Kewenanganna

Pasainan

sobehan haius didampini denpan ;

U) 10!0 C‘op~ SULE-SUTA perjiaan porusahaan dan NPW D

5

(2) Berita Acara Pemeriksaan l erusahaan oleh pejabat yang berwen AN untuie pengajuan
ke Direksi dan oleh Adiministratur vk pengajuan ke Unil,

Pasal 21

Sewaktu-wakiv Perhutan: dapat me ngadakan Pemierilisaan | u.pnm Povuzahaun men:
penggunaan bahan e‘d' ; st dan 1’“u wlerhutan: unluk memasuken bahwa
1 plo&llll\ 'erbLbul (]'“k na 4\ a2 S05MUL l LL"[' 1l el Jrln a4, -

I
Pasal 22 :
Perusahaan yan wpatkan aloNesi penjuslan hasil mdusi dar Direksi tiedek
dupui diberi lag? aleXasi dav Unit naaepus K201 dan sebalinwa,
i Bagionn IKetips
PENSJUATLAN LANGSUNG
ST s
. Produic-produk ving depat dijual melalui sabuzan Pegualan Linpainy ol
e
1) Kayu b Tati Mewintl toukl doslide o
(1) Kayu bundar e oL dan I--.I-,mhl_,
b (2) I\ﬂ)u bundar Rimba {ndah keeualim ) /
| (3) Kayu bundar Rimba [chasted,
v (4) Kayu Temuan dun Tanekanen vang sudal divonis Pengadilan dan meinpany

[.{’K latan hubies teinp sorts siish kenbali me Vit pessalinam Perhntani.

Hsrsal

(1). Penjualen  langsung  Hasil  Muten  diperuniekian Perusahannindusts -
Besar/Merengal/Kacil, Koperasi, Masyarakat Desa flutan dan Warnns A yang '-lf’-, 1y

bergetak dividang pengolahan f penggunamn hasil hutan.

(2). Penjualen langsung Hasil Indusiri diperumtulkkan bagi Industei besar, Isc'-su"'/
menengal: l-‘c-lm-.v:-‘h dan dara ]\ﬂwm- , Koperasi, Perusahaan dagana/penyalur, dan
Perorangan unink digun

Nl _;lKnlfl.

e éau-bt-” /JI-
> e \*TW’MM k@ pd - ae b9 fo7\ 7 /
ol bl fmww’ e LL<'C~ /@ 243/775 7’/@L -t/ ’%

\%}, -2 - 260% kM s /\ Q(’r“%ﬁ,uu;{,mb‘c Sa.
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A 10:46 PERUM PERIUTANI
e (3) Setiap Perusahuan yang
k dilampiri

a. Foto Copy sur

-

Perhutani dengan menerbitkan
(1) Surat Penetapan Alokasi Dcnjunlnn (SPAP)
(2) Sarvat Perintzh Penjualan (SPP) oleh Kepaia

Pasal
semua Hasil Huta
produksi serta kelayakan perusahean/industri. .

Pasal

dun Flasil dusted
Linit P

Volume Hasih Mot
uniuk tinekar Direksi,

(1)

aan

(7\

Loy
23 1 Line

Dircksi nictavari penjuealy
i bevikut

"‘\"l(l

. Kayw Bundar Rinths lawlah

. Iy s i
- Vit sayid
= Ciondorukem

- Terpentin

- Kopal

Unit moelayani penjualan langsung di wilay

' i Kayu gergajisn
- \inir syl
s Condorekem

Terpentiii

mengajuk:m pembelian melalui penjuaian lfangs
at-surat m.nll.mn perusahaan dan NPVWR,

h. Pemerksaan Perusahaan / Industn / Koperasi
Pejabal yanpy berwenang dan dituangkan dalam BAFP

Penjualan lanasung dilaksanakan oleh Direksi,
be ) =

ety
Industia 3);!‘.{.".Jn;'.h bahan babin vang addn dak
BSUNG ot L iy e pertsahasg dengon

2. Rayw Bundar Ja ket o Visir (Vi)

¢. Koy Bundar Rimba [ndosiri don aton RE
¢, Hasil Industr

- Minvak Kavu 1util

2 N T

Lt 15 I | .

ung herug

i oleh Administratyr seigmpal /7

Pasal 25

Kepala Unir meaupun Administratur

oleh Direlst

Unit
(3) Surat Ijin Pembehan (SIP) olen Administratur,

26
Hasil Hutan dan Hasil Industi yang dapat dipasarkan melalui penjualan lznpsung adalzh

y dan Hasil Industri yang diatur berdasarkan kemampuan, kapasitas

o

WKewenangan peajualan proguk dan vohime

yang dijual melalui penjualan lingsung
herdasarican Perisunaan ¢

o Ketenivan Uniuwin,

Woiteria

ketenivian

s aesual perscdinan yang ada
ssemtad persedinen yang ada

nlea Lo =5 2,000 6 ,
LO0 ' et
S 500,000 ' kentas
SO0 ton Remas
SO wm keatas
20,000 k. keatas

S0 ton keaing

ah kevjanya per tdwa per perusahaan:

& 3\'w1. Bundar Jati (Non H & Vi) < 1.000 m3, mutu M keatas.
2. Kayu Bundar Rimba Indzh She 1.0{:_0 m3, mutuw M Reatas,
W, Kayu Bundar Rimba Indusiri dan atau Riraba Lain  ; &/d 1.000 .

¢. 1lasil ndustri

2 100 m?
-2 500.600 W
P 300 n - |

4 S0 o

2
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18147 PRRUMN Pumivran 7

DG 2] B7atan] Pl

R o EE <3 ton
Miyak Kava Putih L1 20.000 ku
Secdlac (tokat), Benang Suteru, Kokon, Minvak
,\'i::n_';, Minyak Tiaun Cenpken dan Nilaw si
sisetiiaan vang ada,
(). Administraier mel; wvani ”L.‘u'wlsﬂ. Lzngsuny :
A Kayu Bundar Jati sortimen Al dun All, ..d:w. 1
tahun, per pemsahaan, o —
b. ,i\avu Buhdar Rimba Industri dan atzu Riniba Indah sortimen Al dan ALl musy
T keatas, dibawah 500 m? parian, per perusahaan,
Kayu .Btnd‘ ar Fimba Lainnya sesuai persedisan yang ada. L/
(3) Ata.s pcasé'tﬁjunn L‘m., r\dmmn\t.aun d'"_m melayani Penjualan Langsung Kayu
Bundar Jati Sortimen A 11 Non H/v: aute T keatas. 7
(6) Administratur dapa x.:..l yan | a.m'"l n Langsung kayu bundar Jati Non H/VI maty V//
T keatas b agl o ing .I:m’p srseorangan yang ~dipergunakan untuk s
maksimal 10 m3 per instans iforang per tahuan,

dministratur dapat melayani Penjualan Langsung hasil i

T

-1

keatas, dibawah 500 m® per

keperluan sendir

dust glas pelimpahan
\ /

un!an langsung kayu bundar Jati mutu M. L u.n KBP oleh Adm. hrus mei dapai

UL masing-mas B 7 5

Pasal 2§

Penjualan langseng b perusahaan Jl e wiliyah Lot haras densan reloendas
Kepala Unit di mana perusehaas tersehol perdomisily, dengan nn.ny\.m.l'“'v Jumlan vang
diinginkan,

Bagian Keempat
PENJUALAN LANGSUNG LAYAN ANTAR (I’I La)

Pasal 29

(1) Penjualar. Langsung Lavan Antar  terscbut dapat diluksanakan dengan L:c.ienmnn
scbagai berikut :
a. Pert‘rsnhisn yang su.i.h mendapat Konirak/ Peanjian jual-beli kayu dari
Direksi.”Unit (Jati/ Rinsb h
‘b, Perusanaan vana teiah |mn-h_-;-.‘\!a}::n MOU dengan Direksi atau Unit periival
penjurian dengan cara PLLA (Jai /Rimba).
v N . . TN A AR s Py A1
. Perusanaan yang mengajukan pembelian dengan cwa PLLA lewst KPH dan
sudah mendapat persetujuan Unit yang hersangkutan, ,
(2) Pelaksanaan PLLA dituangkan dalem kontral/ seganjian antara Administeatur
dengan perusahnan-perusahaan dimaksud, . 1
(3) Pedoman Pelaksanpan PLLA diterbitkan secara terpisah oleh Direksi. A,
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Bagian Kelinma

WARUNEGRANT

Pasal 30
(1) Penjualan kayu bundar meialu] warung Kayw diperuntukan bagi perszorangan,

: rnasyarakat desa Liutan dan pare pengrajin keeil.
2) Pedoman Peldksznaan Waring 1\.1_\ v diterbitkan secara terpisah oleh Direksi,

BAB V
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Riasal 3l
Administrasi dan Pelaporan

an '{“1"1]’ n\.‘.‘ill diszlesaikan

e wid

Administrasi dan laporan-leporan tentang kegiatan penjual;
ang berlaku dun alau yang

oleh UnivVKPH/KFE/AFKS berdasarkan ketentuan-ketentuan %
akan ditetapkan kemudian oleh Direksi.

BAB VI
PRETHTLER

Iasal 32

(1) I{clcr-'L."n—’~-c1:'m::'.n yang: belum teveanimn dalam pedoman ini akan diatur

rsendiri oleh Direksi.
(2) I)L.ng.m berlakunya px.donn ¥ ini, maka semug Ketentan yang bertemangan dengan

pedoman ini dinyatakan ticak berlaku

CaMudasumeny PiIN-200
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CT R S A
masyarakat desa hutan dan para pese

& pengrajin kaeil,
(2)  Pedoman Peldksanaan Warung Kayu diterbitkan secara terpisah oleh Direksi,

e '

BAR ¥
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 31
Administrasi den Pelaporan

Administrasi dzn lRporan-laporan tentang kegiatan penjualan dal
oleh UlivKPH/KPE/PK] berdasarkan ketentuan-le
“akan ditetapkar: kemudian oleh Dipeksi,

A negeri diselesailan
entuan yang berlakua dan atau yang

BAB VI
PENUTUD

Ragal 42

1) Ketenwan-ketentuan yang  belim
L tersendiri oleh Direkst.
(2) Dengan berlakunya pedoman ini, maka semua kstenman yang vertentangan dengan
pedoman ini dinyatakan tidak berlaku,

tereanium dalam pedoman ' alan diatur

Aol R . ~
S e

t
.

CrMydesumeny i iON-2004
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